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KATA PENGANTAR

Bismil I ahirrohmanirrohim,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayah dan

inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat

diselesaikan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewaj ibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

mengelola sumber daya yang dimilikinya, pertanggun$awaban tersebut disajikan dalam

bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerinlah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kine{a Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokasi Nomor 53 Tahun 2014, memuat aspek-aspek perencanzurn sfiategis yang

meliputi mmusan-rumusan visi, misi, tuj uarL sasaran, strategi, akuntabilitas dan

pengukuran kinerja. Disamping sebagai pertanggungiawaban untuk Tahun 2021,

diharapkan menjadi koreksi dan introspeksi dalam meningkatkan kine{a di masa depan

serta mampu memenuhi keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli

Selatan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, semoga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli

Selatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Daerah

Kabupaten Ta uli Selatan

M. FRANANDA, SE
PEMBINA TK I
NrP. 19800723 200312 I 002



IKIITISAR EKSEKUTTF

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungiawaban Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta sebagai pertanggungiawaban atas kewenangan dan

pengelolaan terhadap sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang telah

ditetapkan. Pertanggungiawaban dalam laporan ini meliputi aspek aspek sumber daya

sebagaimana ang1arut yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

202t.

Terdapat 2 (dua) tujuan,2 (dua) Sasaran dengan 2 Indikator Kinerja Utama secara

umum dapat drjelaskan sebagai berikut :

* Indeks Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Menunlukkan capaian kine{a

99,69% Sehingga termasuk ke dalam predikat "Sangat Tinggi")
* Nitai Pajak Daerah Menunjukkan capaian kinerja ll2,l5% Sehingga termasuk ke

dalam predikat "Sangat Tinggi")

Berdasarkan predikat dari 2 (dua) Indikator Kine4a Utama diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa rata - rata capaian kineda Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 105,92 %o dalam kategori "Sangat

Tinggi" pada tahw202l.

Diharapkan laporan ini merupakan informasi atas kinerja Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021,

sehingga tetap memberi manfaat jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan

pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mengingat transparansi dalam

pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good govermance).

Kepala Badan P

Pendapatan

lola Keuangan,

Aset Daerah

Kabupaten T uli Selatan

M. FRANANDA, SE
PEMBINA TKI
NIP. 19800723 200312 I 002
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BAB I
PENDAHI]LUAN

1.1. LATARBELAKANG

Dalam Peraturan Presiden RI pasal 1 ayat (l) Nomor 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP bahwa yang dimaksud dengan SAKIP (Sistem Akuntibilitas Kine{a Instansi

Pemenntah) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang

dirancang untuk tuj uan penetapan dan pengukuran, pengumpulan dat4

pengklasifikasian, pengihtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam

rangka pertanggungjawaban dan pemngkatan kine{a instansi pemenntah. Pengertian

Kinerja pada pasal 1 ayat (2) adalah keluaran/ hasil dari kegialan/ progam yang telah

atau hendak dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur- Laporan Kine4a dalam pasal 1 ayat (11) adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/

APBD). Sedang pengertian Akuntabilitas Kine{a pada pasal I ayat (14) adalah

perwuj udan kewajiban suatu instansi pemerintah rmtuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/ target Kinefa yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik.

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan untuk

mewujudkan sistem kepemerintahan yang balk (good governance) dimulai dengan

dikeluarkannya TAP MPR XV 1998 dan UU No. 28l 1999 tentang Penyelenggaruan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka disusunlah Laporan Kinelja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan T ahum 2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai bentuk kewajiban

untuk mempertanggunglawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam

Laporan ,AfuntabiAtus Kjrcia lflstawi tPene ritrn fr ([.AKIA) fa hufl 2 0 2 1
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mencapai sasaran dan tuj uan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung;awaban

selama Tahun 2021 .

Sedangkan tuj uannya adalah mengkomunikasikan pencapaian kine{a Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama

Tahun 2021 yang terukur kepada pemberi mandat atas kine{a yang telah dan seharusnya

dicapai sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

serta sebagai bahan perbaikan kine4a di masa mendatang.

I.3, DASARHUKUM

Landasan hukum penlusunan Laporan Kinelja Instansi Pemerintah Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA

2021 adalah

L Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaruan Negara yang

Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126,'l ambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah

t aporan lduntahifitts Kinla lflstaflsi @errcnntafr (t LKlQ)tafrun 2021

2@alan aengebb Kguangan, eentapatal lan Aset ooerah Klqup.ten 'fapanuh Sehten



beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjarjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Peviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tenlan.g

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2006-2025:

12. Peratumn Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 201G

2021:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Emang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281 , Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peratwan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 201 6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Nomor 300);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tontang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Nomor 35);

Laporan jfumt adifitas K]fleia I nstatri tperuitufi (t 4KlQ,lafiun 202I
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16. Peraturan Bupati Tapantrli Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2016 Nomor 659);

18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 terfiang Pedoman dan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2020-2021(Berita Daerah Nomor 910);

21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 96

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92

Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 0611 57001 OTDA Tanggal

3 September 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara telah Penyederhanaan

Struktur Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

I.4. STRUKTT]R ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, meliputi :

Eaton Aetge to [o Kpuoryoa Aentopatan f,on Aset D aera



1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jabatan Fungsional)

3) Perencana (Jabatan Fungsional)

c. Bidang Anggaran, meliputi

l) Analis Anggaran (Jabatan Fungsional)

2) Seksi Anggaran Belanja Langsung

3) Seksi Belanja Anggaran Tidak Langsung

d. Bidang Perbendaharat>meliputi

l) Seksi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran

2) Analis Perbendah aftiilnNegara (Jabatan Fungsional)

3) Seksi Perbendahanan Belanja Langsung

e. Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan, meliputi

1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jabatan Fungsional)

2) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

3) Seksi Kas dan Trasfer

f. Bidang Pendapatan, meliputi

l) Seksi Pencatatan dan Penetapan

2) Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

3) Analis Kebijakan (Jabatan Fungsional)

g. Bidang Aset Daerah, meliputi

l) Seksi Administrasi dan Pendataan Aset

2) Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset

3) Penata Laksana Barang (Jabatan Fungsional)

Loporan fl. futntahifrtas Kircia Instonsi Qementafr (tvaffA) tafrun 2 0 2 I
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1.5. GAMBARAN UMUM

1.5.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan Peraturan Bupati

Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan Struktural dan

Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan dijelaskan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban ke{a adalah sebanyak 87 orang, namun

jumlah PNS yang tersedia 43 orang(49,43%) sehingga masih terdapat kekurangan PNS

sebanyak 44 orang (50,57%). Jumlah ASN BPKPAD yang ada per 3l Desember 2021

adalah sebanyak 85 orang (97,70%) yang terdiri dari 43 orang PNS dan 42 Tenaga

Harian Lepas.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.451 816/

KPTS Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menetapkan di dalamnya

mengangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Administrasi pada Pejabat

Pengawas khususnya di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana pada tabel berikut ini .

Laporan fl fumtabifrtas Kifle1a lrctarci Qemerintah tafiun 2021
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Tabet 1.1, Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab- T'apanuli Selatan TA. 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2021

terdiri dari I (satu) orang Pejabat Tinggi Pertama selaku Kepala Badan, 1 (satu) orang

Sekretaris yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) orang Jabatan

Fungsional, 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing mempunyai Kepala Seksi

2 (dua) orang dan I (satu) orang Jabatan Fungsional.

Laporan fl frsntahiltas KtrciL Instar1rri Qemeiatafr (t AKIA)'Iah n 2021

7

Jrbrtrtr Struktur&l

Esclon
Non

Esclon
JumhhPrngkst Golongrn

tr m IV

Jrbatrn
FungsiondNo Jabrtan

I OrangPembina TK I IV/bI Kepala Badan

IV/b I OrangPembina TK I2 Seketaris
lY la (2 Org\
IIVd (3 Org)

5 OrangPembina

Penata TK I
53 Kepala Bidang

1l OrangPenata TK I

Penata

P€nata Muda TK I

IlUd (4 Org)

IIUc (3 Org)
III/b (a Org)

114 Kepala Sub Bagian/

Kepala Seksi

7 Orang'l Pembina

Penata

Penata Muda TK I

IV/a (1 Org)

IIUc (5 Org)

Iurb (1 Ore)

5 Jabatan Fungsional

IUc (3 Org)

IUd (1 Org)
IIVa (8 Org)

Itr6 (5 Org)
IIVC (l Org)

l8 OrangPengatur

Pengatur Tk I
Penata Muda

Penata Muda TK I
Penata

l86 Staf

3 Orang3,7
Tenaga Programer

2 Orang28 Tenaga Helpdesk
I Orang9 Petugas

Pemberitaan dan

Publikasi

I Orangl0
Tenaga Akuntan

Junior
26 Orang26lt Tenaga Adminstrasi

2 Orang2Tenaga Kebersihant2
I OraagIl3 Tenaga Pengemudi
6 Orang6t4 Penj aga Kantor

85 OmngI1 50 71 6Jumlah

rI I

ll

II

IIIIII
ITITIIIIIIIIIIII
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Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis

Kelamin Tahun 2021

No Tingket Pendidiken
PNS Tcnege Earian Lcpas

Jumlah
Prir Wanita Prit Wanite

I 52 (Magister) I ,)
1 0 4

) Sl (Sarjana) l9 il t2 t2 54

J D3 @iploma) I I ., 0 4

4 SLTA 4 4 t2 J 23

5 SLTP 0 0 0 0 0

6 SD 0 0 0 0 0

Jumlah 25 18 27 15 85

Sumber Dala : Sub Bagian (Jrmtm dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Tap. Selatan TA.

202 I

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ASN berpendidikan di Lingkungan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daeratr yaitu : 52 (Magister) 4 orang,

Sl (Sarjana) sebanyak 54 orang, D3 (Diploma) 4 orang dan SLTA sebanyak 23 orang.

Dalam perkembangannya, beberapa orang Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian

Lepas di dalamnya sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk

meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1.5.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki daya dukung sarana dan prasarana

seperti pada tabel berikut :
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Tabel 1.3. Sarana Prasarana pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Per Desember

TA202t

No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah SatuaD kondisi K€terangan

I 2 3 4 5 6

I Bangunan Gedung Kantor
Permanen

1000 m2 Baik Bangunan Gedung BPKPAD
Padangsidimpuan

2 Bangunan Gedung Kantor
Permanen

300 m2 Baik Bangunan Gedung PKK BPKPAD
Padangsidimpuan

3 Bangunan Gedung Kantor
Permanen

loo m2 Baik Pembangunan Paving Blok BPKPAD
Padangsidimpuan

4 Bangunan Gedung Kantor
Permanen

1048 m2 Baik Kamar Mandi dan Rumah Genset

Beserta Biaya Pendukungnya pada

BPKPAD Sipirok

5 Bangunan Gedung

Hiburan /Kesen ian Semi

Permanen

450 m2 Baik Bangunan Eks Kesenian Darma Wanita

BPKPAD Padangsidimpuan

6 Tanah bangunan kantor

pemerintahan

3065 m2 Baik Tanah Pertapakan BPKPAD

'7 Tablet 2 Unit Baik

8 Digital (Peralatan Studio Video

Dan Film)

Unit Baik Led Poster Display

9 Digital (Peralatan Studio Video

Dan Film)

1 Unit Baik Digital Whireboard

l0 Portable Generatiflg Set 2 Unit Baik Genset

ll Camera Film Unit Baik Webcam

t2 Mesin Potong Rumput Unit Baik Mesin Potong Rumput

l3 Gerobak Dorong Ilnit Baik Gerobak sorong

l4 Perkakas Bengkel Service Lain-
lain (Perkakas Bengkel Service)

Unit Baik Pembelian untuk Bumper Belakang BB
8071 G untuk Kendaraan Dinas pada

BPKPAD TA 2OI7

t5 Perkakas Bengkel Service Lain-
lain (Perkakas Bengkel Service)

Unit Baik Pembelian dan Jasa Pemasangan Winch
9500 l2Volt High Speed utk BB 8071

pada Kendaraan Dinas BPKPAD TA
2017

l6 Perkakas Bengkel Service Lain-
lain (Perkakas Bengkel Service)

I Iinit Baik Pembelian De ck Cover Eleclronic Lift
Up dan Jasa Pemasangannya untuk BB

8071 Kendaraan Dinas BPKPAD TA.

201'7

17 GPS (Global Positioning

System)

5 Unit Baik

18 Penyemprot Tangan (Hand

Sprayer)

1 Unit Baik Alat Penyemprot Hama

19 Mesin Foto Copy dengan kenas

biasa folio
2 Unit Baik Tahun 2017 dan Tahun 2020

20 Lemari Besi 4 Unit Baik

2t Rak Besi,Metal 2 Unit Baik

22 Filling Besi.Metal E Unit Baik

z.t Lemari kalu (Alat

Penyimpanan Perlengkapan

Kantor)

7 Unit Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan kondisi Kcterangan

I 2 3 4 5 6

24 Papan Visuil Unit Baik

25 AIat Penghancur Kertas l7
3

Unit
Unit

Baik
Rusak

26 Papan Pengumunan Unit Baik

27 Mesin Absensi 3 Unit Baik

28 Perforator Besar 2 Unit Baik

29 Alat Kantor Lainnya Unit Baik Kotak Saran

30 Alat Kantor Lainnya Unit Baik Lantai Panggung Serba Guna

3t PIank Merk 23 Unit Baik Plank / Merk untuk nama ruangan

32 Plank Merk 45 Unit Baik Plank Merk untuk as€t daeral Kab

Tapsel

Plank Merk 2 Unit Baik Pengadaan Plank / Himbauan Dilarang

Parkir untuk BPKPAD TA 2017

34 Plank Merk Unit Baik Plank Merk Project Neon Box nama

BPKPAD TA 2017

35 Plank Merk 45 Unit Baik Plank Merk Penanda Bangunan Milik
Pemerintah Kab Tapsel

36 Plank Merk Unit Baik Plank Merk Dharma Wanita BPKPAD

37 Plank Merk 45 Unit Baik Plank Merk Penanda Bangunan Milik
Pemerintah Kab. Tapsel TA 2019

38 Plank Merk 21 Unit baik

39 Lemari Kayu (Meubilair) l5 Unit Baik

2 Unit Rusal<

40 Meja Besi/Metal 1 Unit Baik

41 Meja Kayu 5 Unit Baik

42 Kursi Besi/Metal 26 Unit Baik

43 Papan Nama Instarsi Unit Baik Plank Merk

44 Zice Unit Baik Sofa

45 Meja Rapat 72 Unit Baik Meja Rapat Aula

46 Meja Tulis Unit Baik

47 Meja Reseption 1 Unit Baik

4E Meja Bundar I Unit Baik

49 Kursi Rapat 82 Unit Baik Kursi Rapat Aula

50 Kursi Tamu 26 Unit Baik

5l Kursi Putar 7 Unit Baik

52 Kursi Biasa 8 Unit Baik

53 Meja Biro I Unit Baik

54 Sofa
,l Unit Baik

55 AC Split 6 Unit Baik

56 Televisi 5 Unit Baik

57 Amplifiler 1 Unit Baik Power Amplifier

58 Equalizer (Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use))

I Baik Equalizer Audio

59 Sound System (Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use))

I Unit Baik Sound System (Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use))

60 Sound System (Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use))

I Unit Baik Mixer Audio
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan kondisi Keterargan

I 2 3 4 5 6

6t Sound System (AIat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use))

2 Unit Baik Speaker 5Inch+Bracket

62 Sound System (Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use))

I Unit Baik Kabel + Connector

63 Sound System (Alat Rumah

Tangga Lainnya (Home Use))

I Unit Baik Rak Sound System

64 Wireless 3 Unit Baik Mic Wireless

65 Microphone Floor Stand (Alat

Rumah Tangga Lainnya (Home

Use))

2 tinit Baik Stand Mic

66 Unit Power Supply tJnit Baik Pengadaan UPS / Power Backup pada

BPKPAD TA. 2OI7

67 stabilisator
Stabil camera

Unit
Unit

baik

baik

Pengadaan Stabilizer untuk Genset

pada BPKPAD TA 2017

68 Lambang Garuda Pancasila 3 lJnit Baik

69 Tangga Alumunium Unit Baik

70 Kain Gorden 43 Helai Baik

1t Alat Pembantu Pemadam

Kebakaran

2 Unit Baik Tabung Pemadam Kebakaran untuk

Keperluan Kantor BPKPAD Kab

Tapsel

72 P C Unit 25 Unit

Unit

Baik

Rusal

Lap Top 36 Unit

Unit

Baik

Rusak

74 Note Book 14 Unit

Unit

Baik

Rusak

75 Personal Komputer Lain-lain
(Personal Komputer)

Unit Baik Personal Komputer Lain-lain (Personal

Komputer) Clickers wireles2.4 Gl-Z
Logitech R400

'76 Personal Komputer Lain-lain

(Personal Komputer)

Ilnit Baik Personal Komputer I-ainJain (Personal

Komputer) Memory Sodim DDR3 4

GB \rP laptop iwan it was stolen

'77 Personal Komputer Lain-lain
(Personal Komputer)

Unit Baik Personal Komputer LainJain (Personal

Komputer) Charger Adaptor Acer 4935

78 Personal Komputer LainJain
(Personal Komputer)

Unit Baik Personal Komputer Lain-lain HDD
Ekstemal lTB SGT Back Up Plus Slim

79 Personal Komputer Lain-lain
(Personal Komputer)

Unit Baik Personal Komputer LainJain (Personal

Komputer) Mini Display port to vga

adapter

80 Hard Disk 3 Unit Baik

8l Peralatafl Komputer Mainframe

Lain-lain

2 Unit Baik

82 Printer (Peralatan Mini
Komputer)

Unit Baik

83 Scanner (Peralatan Min i

Komputer)

I Unit Baik

84 Computer Compatible Unit Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah Satuan kondisi Keterangan

I 2 3 4 5 6

85 CPU (Peralatan Personal

Komputer)

2 Unit Baik

E6 Monitor 2 Unit Baik

87 Printer (Peralatan Personal

Komputer)

105

2

Unit

Unit

baik

Rusak

88 Scanner (Peralatan Personal

Komputer)

9 Unit Baik

89 Peralatan Personal Komputer

Lain-lain

1 Unit Baik KABEL I'TP BELDEN US

90 Server l8 Unit Baik

9l Router 4 Unit Baik

92 Hub 7 Unit Baik

93 Peralatan Jaringan LainJain 5 Unit Baik

94 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 Unit Baik

95 Meja Kerja Pejabat Eselon Unit Baik Meja Biro Bentuk L untuk Eselon II
96 Meja Kerja Pejabat Eselon IV Unit Baik

97 Meja Kerja Pegawai Non

Struktural

2 Unit Baik

98 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Unit Baik

99 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 Unit Baik

100 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Unit Baik

101 Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural

2 Unit Baik

102 Kursi Kerja Pejabat Lain-tain 4 IInit Baik

103 Kursi Rapat Kerja Pejabat 4 Unit Baik

r04 Lemari Buku untuk Pejabat

Eselon III
Unit Baik

105 Lemari Buku untuk

Perpu stakaan

3 Unit Baik

106 Lemari Arsip untuk arsip

Dinamis

9 Unit Baik

107 Camera + Attachment 4 Unit Baik

r08 Proyektor + Attachment 7 Unit Baik

109 Unintemuptible Power Supply

(rrPS)

39 llnit Baik

I l0 Digital Audio Tape Recorder 6 Unit Baik

lll Camera Electronic 2 Unit Baik

112 Rak Peralatan 1 Unit Baik

113 Slide Projector I Unil Baik

114 Printer (Pera.latan Studio Video

dan Film)

I Unit Baik

lt5 Facsimile I Unit Baik

ll6 Personal Komputer I Unit Baik

tt7 SetfSupponing Tower I Unit Rusak

118 Stabilizer I Unit Baik AVR (Automatic Voltage Regulator)

lt9 Baterai 2 Unit Baik Batere laptop
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No Jenis Barang/ Nama Bararg Jumlah Satuan kondisi Keteralgan

I 2 4 5 6

120 Generalor Set (Lab Scale)

(System/Power Supply)

1 Unit Baik

12t Dispenser
,l

Unit Baik

122 Thermometer Digital I Unit Baik Thermal Scanner

123 Mini Bus (Penumpang 14 orarg
ke bawah)

ll Unit Baik Satu Kendaraan Pinjam Pakai

124 Sepeda Motor 21 Unit Baik

l0 Unit Rusak

125 Pick Up Unit Baik

Sumber Data : Buku lnvenlaris BPKPAD Kab- Tapanuli Selotan TA. 2021

1.5.3. Permasalahan Utama (Strategi Issued)

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kine{a Instansi Pemerintah sebagaimana

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitasis Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem

Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kine{a Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk

mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja

Pemenntah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan,

reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan

sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorienlasi pada peningkatan kinerja

rnstansi, sehingga terwujud tujuan Pemenntah Daerah dalam mencapai Good dan Clean

Govemance.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

l. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang cepat berubah, sehingga dasar hukum

pemungutan atau perda,/ perbup yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu

menglkuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Koordinasi antar instansi terkait pemungutan pendapatan asli daerah masih belum

maksimal dan perlu terus ditingkatkan.

Loporan flf;.yntahifrtas Kircia lflstansi ?etuintah (t AKl@)lbhun 2021

rBaf,an cPenge[ok '1(9wngo4 Qen[tpatan tan 
'Lset 

Daerah'l1abupa*n tapanufr Sehtan 13



3. Belum terdapat SDM yang memiliki keahlian sebagai Penilai PBB P2 dan Pemeriksa

Pajak pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapoatan dan Aset Daerah.

4. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi,

mekanisme prosedur perpajakarV pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai

ketentuan baru yang berlaku.

5. Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

masih perlu ditingkatkan.

6. Informasi atas perubahan aset (fisik dan nilai) yang berpengaruh ke laporan keuangan

yang tidak terkomfirmasi ke pengelola barang.

7. Masih adanya anggapan yang menganggap penatausahaan BMD (Barang Milik

Daerah) belum menjadi perhatian.

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kineda lnstansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2021 disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

2. BAB II PERENCANAAN KINERIA

3. BAB III AKUNTABILITASI KINERIA

4. BAB IV PENUTUP

5. LAMPIRAN
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat daerah maka

setiap pemerintah daerah otonom menyusun dokumen perencaftuln pembangunan

daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga ditetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJlnD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2016-2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahun Tahap V (lima) Tahw 2016-2021 adalah :

Visi.

"Tapanuli Selatan yang Maiu Berbasis Sumber Daya Marutsia Pembangun yang

IJnggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera sena Sumber Daya Alamyang Produktif dan

Lestari"

Misr

1 . Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri

berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa

(IMTAQ)

2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan

ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di

daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.

4. Meningkatkan kine{a pemerinrahan daerah melalui reformasi birokrasi yang

berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih

dan berwibawa.

5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh

lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.
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Misi ke 4 (empat) Pemerintah Kabuapten Tapanuli Selatan merupakan misi yang

diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan yaitu:

"Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang

berkesinambungan guna mewuiudkan lalakelola pemerintahan yang baik, bercih

dan berwibawa"

Untuk menjalankan misi tersebut maka harus dituangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama

mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja, serta cara

pencapaiannya melatui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempumaan

dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang

pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak

dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tetcapai

efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tujuan, sasaran strategis dan kebijakan yang akan dicapai untuk mewujudkan

Misi Pemerintah Kabupten Tapanuli Selatan sebagaimana dturaikan pada misi keempat

sesuai dengan RPJMD T A 2016-2021 adalah .

Tujaan Q "Meningkatkan Pengelolaan Administrusi dan Keuangan Daerah"

S asar an St rategis Q " M e ningkatny a Pe ng elolaa n A dmi nistrasi dan Keuangan

Daerah"

Kebijakan Q"Meningkatkan pemtnfaaan tuknologi informasi dalam administrasi

pemeintahan dan pelayanan Publik"

Strategi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progrum-program. Adapun strategi Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah

sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2. Mengoptimatkan pemanfaatan sumber daya yang ada serta meningkatkan

pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas.

3. Meningkatkan kafasitas dan kualitas aparatur.

4. Mengoptimalkanpengelolaankeuangan.
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Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Adapun kebrjakan yang diambil

oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan

aset daerah.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemeliharaan perawatan dan

perlengkapan kantor, penyediaan operasional kantor serta pengadaan dan

perlengkapan kantor.

3. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

4. Memanfaatkan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset

daerah.

2.2. INDTKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2020 antara lain :

.l' Eelurn dilokukonnyo revisi RPiMD dsn IKU sejok ditetcpkqn tshun 2016 sehinggo tidqk sesuoi logi
dengon lsu-isu strctegis lerkini

* I'tornpir seluruh belum menyojikon sssctrqn-sasorqn yong rnenggombarkon tugos pokok don
fungsi 0PD

.I' Fonrut dokumen Ferencqnqon yang disojikon sudoh tidok sesusl dengon kelentuon seiring
dengon terbilnyc Peroturon Menferi Dolom Negeri Nomor 86 Tqhun 2017 tentqng Tato Coro
Fetencqnqon, Pengendolion Don Evsluqsi Pembongunon Doersh, Tqlo Coro Evoluqsi
Rcncongcn Perotursn Doeroh Tenlong Rencqnq Fernbcrngunon Jongko Ponjong Dserqh Dqn
ReneonE Pembongunon Jongko Menengoh Doeroh" Sertq Totq Cqro Perubohon Reneono
Pernbongunon Jcrngko Ponjong Doeroh. Reneenc Fembongunon Jongko Menengoh Dcersh.
Don Renceinc Kerjo Femerintqh Doersh.

Llntuk rnenindokionjuti don hasil Rekomendqsi tersebut, Pemerlntqh Kobupolen Top<rnuli
Selqtqn ntenEombil longkoh ontqro loin:

* Dikqrenokon Aturon unluk rneruboh RPJMD dqn RENSTRA horus sisE moso berlcku RPJMD kurong
dari 3 (tigo) tohun muko tidqk dimungklnkcn logi odonyo Perubqhqn qtqu Revisi RPill D

Pemerlntoh Kobupoten Toponuli Selqton yong Periodenyo 201 6-202I, mqka dilqkukqn revisi
metElui Fenetopon lndlkqlor Kinerjo Utomq rnelclui Perqturqn Bupoti Toponuli Seiqtqn Nomor 8
Tehun 2020 fentqng Penelopon lndikotor Kinerjo Utomo di Lingkungon Pennerintch Kobr,rpolen
Toponuli Selolon Tohun 2A2A-2A21-

'l Adopun Perubqhsn Pengukuron Kinerjo yong ditindoklonjut! diksrenokon mengingot IKU qdqloh
ukursn keberhqsilqn dsri Ukurqn qlqu f ndikqtor Kinerjo Sueitu lnstqnsi dslqm rnencopai sosqrdn
terlentu.
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Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IIru) TA 2Ul BPKPAD Kabupaten

Tapanuli Selatan

PERANGKAT
DAERAII

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

I'ORMULASI
PENGHITUNGAN

TARGET
CAPAIAN

SETIAP TA}IUN
2021

PENJELASA}I/ FORMULASI
PENGHTTUNGAN

1 2 J 4 5

Badan

Pengelola

Keuangan,

Pendapatan

dan Aset

Daerah

Meningkaatya

akuntabilitas

Keuangan dan

asset daerah

Indeks

pengelolaan

keuangan

dan asset

daerah (%)

(25% kinerJa

program

perencanaan dan

pe,ngendalian

angguan + 2-5olo

kinerja
pengendalian

belanja daerah

dar pengelolaan

dana transfer +
25o/okinaja
progftm
pengelolaan

pembiayaan dan
pertanggungjawab

an pelaksmaan

APBD+25%
kinerja program

percncanaarL

pemanfaatan dan

inventarisasi

asset)x 100)

97,W 25%futer1a program
perencanaan dan

pengendalian anggfraun :
Jumlah dokumen
penganggaran yang tepat

waktu dibagrjumlah
dokumen penganggaran di

kali 100

25Yo kher ja pengendalian

belanja daerah dan

pengelolaan dana fiansfer :
Jumlah Realisasi Belanj a

Daerah dibagi Perencanaan

Belanja Daerah dikali 100

25%okinerjaprogram
pengelolaan pembiayaan dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD =
Jumlah OPD yang

menyampaikan Laporan

Pertanggung awaban di bagi

Jumlah seluruh OPD dikali
100

25Yokinajaptogram
perencanaarl pemanfaatan

dan inventarisasi asset :
Jrrnlah realisasi pemenuhan

barang daerah dibagi

kebutuhan barang daerah

dikali 100

Meningkatrrya
pendapatan

pajak daerah

Nilai pajak

daerah (Rp)
30.621.137.350 Jumlah pajak daerah di tahun

2021
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2.3. RENCANA KIIIERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokuman yang berisi intbrmasr

tentang tingkat atautatget kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan

oleh suatu instansi pemerintah pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan T A. 2021 mengacu

kepada RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021yang merupakan tahun lanjutan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJND) Kabupaten

Tapanuli Selatan maupun Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2016-2021. RKT Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daeralr Kabupaten Tapanuli Selatan TA202l tertuang dalam lampiran.

2.4. RENCANA KERJA ANGGARAN

Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD. Dalam proses kurun waktu tahun berjalan pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran akan mengalami perubahan apabila ada kegiatan dan anggaran yang

diprioritaskan untuk dilaksanakan sehingga RKA OPD akan mengalami perubahan

menjadi Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) OPD. RKPA Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan T 42021

tertuang dalam lampiran.

2.5. PERJAI\IJIAN KINERJA (PIq

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021merupakan penetapan kinerja Tahun2}2l

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugaS, dan fungsi yang ada. Penetapan

kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kineda pada akhir Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021mengaju kepada Peraturan Bupati No 8 Tahun

2020. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah sebagai berikut :

Laporanflfurntobifrtas Kjwi a Instonsi Qerunntofi (t,'affcP) Tohun 20 2 1
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Pedanj ian Kinerja P.APBD
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahrun202l

No Sasaran Strategis Indikator Kineda Utama Target

I Meningkatnya akuntabilitas

keuangan dan asset daerah

Indeks pengelolaan keuangan

dan asset daerah

97,90yo

2 Meningkatnya pendapatan paj ak

daerah

Nilai pajak daerah Rp 30.621.137.3s0

No Program

Program penunj ang urusan

pemerintahan daerah

kabupaten/ kota

Program pengelolaan

keuangan daerah

Pro gram pengelolaan barang

milik daerah

Program pngelolaan
pendapatan daerah

Total

Anggaran

Awal Perubahan

23.813.766.387 2s.403.615.324

Keterangan

P.APBDI

2

J

4

2s9.379.472.640 277.288.877.899 p.ApBD

646.105.700 844.105.500 P.APBD

1.077.464.800 784.847.700 P.APBD

284.916.809.527 304.32r.446.423
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BAB III
AKUNTABILITAS KTNERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Capaian Kinerja

dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kine{a Tahunan. Pengukuran

Kinerja didasarkan padatarget dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk

persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus menghitung persentase

pencapaian tingkat capaian dihitung dalam dua (2) kondisi atau cara yaitu :

l) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
rumus:

Capaian Kinerja : Realisasi
x 100%

Target

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kine{a,
mmus:

Capaian Kinerja : Target-(Realisasi-Target) xfi*oh
Target

Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinefa yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan

dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dilakukan

kategorisasi kine{a (penentuan posisi sesuai dengan capaian kinerja). Penentuan

nilai kine{a berdasarkan tabel berikut.

Tabel3.5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No
Interval Nilai Realisasi

Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Keterangan

1 2 3 4
1 91 < 100 Sangat Tineei
2 76 <90 Tinspx
J 66 <75 Sedang
4 5l <65 Rendah
5 <50 Sangat Rendah
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3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja TA202l

Capaian kine{a Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan T A 2O2l terlihat pada tabel berikut :

Tabel3.6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi serta Penilaian Capaian Kinerja

BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset daerah dengan

Indikator Kinerja Utama "Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" hampir

terealisasi sesuai dengan target dengan capaian 99,690 dengan kategori Sangat

Tinggi.

cBatan cPengebta I(gutngan, Qedapatan [an nset rDurafi nabupaten tapnufr Sefatan 23

Sasaran Strategi No
Indikator Kinerj a Utama

(IKTD

Tahm 202 I Nrlai
Penngkat

KinerjaTarget Realisasi Capaian (7d)

I 2 3 4 5

akuntabilitas keuangan

dan aset daerah

I Indeks pengelolaao

keuangan dan aset daerah

(Y.)

97,90 97,60 99,69 Sangat

TinSgt

Meningkatnla
pendapatan pajali

daerah

2 Nilai pajat daerah @p) 30621.r37.350 34.343.1 I 3 055 tt2,ts Sangat

Tinggt

Jumlahldan2: 211fi4 Yo

Rrta-Rata Capaien : lO592o/o Sangat

Tincsr

Penjelasan:

Penjelasan No 1
25% kinerja progmm perenoanaan dan pengendalian anggaran + 25%o kine{a pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer *
25%okineqrprogram pengelolaan pernbiayaan dan petunggmgiawabanpelaksanaao APBD + Z5%kne\aprogmm perencanaan,

pemanfaatan dan inventarisasi aset) x 100

=(25% (100%)+25%(93,91yO+25yo(100%)+25Vo(96,51yo))x100 = 25%o+21,47o/o+25Vo+24,13yo = 97,60%o

25% kine{a program perencanaan dan

pengendalian anggaran =
Jumlah dokumen pengan€€aran yang tepat waktu

dibagi jwnlah dokumen penganggaran di kali 100

Dokumen Perda APBD (l ) + Dokurnen Perbup APBD (1 ) +
Dokuman Perda P.APBD 11) + Dokumen Perbup P APBD (1)

Dokrunen Perda APBD (1) + Dokurnen Perbup APBD (l)
+ Dol-umen Perda P- APBD (l) + Dok-umen Pe$up P APBD (1)

x 100 : 100%

25% kinerja pengen,l"lian belanja daerah dan

pengelolaandanatransfer =
Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi

Perencanaa:r Belanja Daerah dikali 100

1.297.1 50. t01.430

x 100 93,9106

1.381 228.244.753

25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD :
Jumlah OPD yang menyampaikan LaJxxan

Pertanggungjarvabau dibagi Jumlah selunrh OPD

dikali 100

45 ()Pf)

x I00 lO0Ya

45 OPD

25%o krrcqa program perencanaan- pemanlhatan

dan inventarisasi aset :
Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dlbag,i

kebutuhan barang daerah dikali 100

236.974.942.898

96,53%

245 491.805 761

Penjelnsan No 2

Jumlah pajak daerah di tahm 202 I



2- Untuk sasaran meningkatnya pendapatan pajak daerah dengan Indikator Kinerja

Utama "Nilai Pajak Daerah" telah terealisasi melampaui target dengan capaian

112,15% dengan kategori Sangat Tinggi.

3. Untuk rata-rata capaian Indikator Kine{a Utama Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan ca;paian 105,92Vo dengan kategori

Sangat Tinggi.

3.1.2. Membandingkan antara Capaian Kinerja TA 2020 dengan Tahun

Sebelumnya

Adapun capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 bila dibandingkan dengan capaian kine{a TA 2020

terdapat pada tabel berikut :

Tabet 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja TA 2O2l dengan TA 2020 pada

BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan

No
Indikntor Kinerja

Utama (IKt,
Tar8tet R€slisssi Capaiaa Kinerja

2020 1n2t 2020 2021 2020 2021

I lndrks peDgelolaan

keuangan dan as€t

daerBh (%)

91,t9 9?,90 94.40 91.6t) .41 99.69

2 Nilai pajak daerah

(RP)

7A 259114136 30 621.137.350 14 t4o 972 622 34.343 I l3 055 120,81 I12,t5

JuDlih: 2r72.4o/o 2ll.a4./.

Rrla-Ratr Cdprirtt fia$2"/o tos,92./.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 2 Indikator Kine4a Utama :

{ Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Realisasi Kine{pa Tahun 2021

naik dari tahun sebelumnya yaitu 94,40% menjadi 97,60%. Dan untuk Capaian

Kinerja naik dari Tahun sebelumnya yaitu 99,69Vo metjadi 96,430/o.

* Nilai Pajak Daerah, Realisasi Kine{a Tahun 2021 naik dari Tahun sebelumnya

ya;ftD 34.140.922.622 menjadi 34.343.113.055. Dan untuk Capaian Kine{a Tahun

2O2O yaitu 120,81% dan di Tahun 2021 yaifi 112,15%, mengalami sedikit

penurunan disebabkan target tahun 2020 sebesar 28.259.778.736 sedangkan Tahun

2021 taryet sebesar 30.62 l. 137.350.
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Setanjutrya, Capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli S€l&tan TA 2021 bila dibandingkan dengan capaian kinerje tahun-tahun

s€belumnya terdapat psda tabel bc kut :

Tsbel3.E. Perbardingatr rtrtara Crpriln Kfuerja TA 2021 detrgrn Tahun-trhun lebelumtrys prdr BPKPAD Krbupatetr Trpanuli
SelrtrD

Dari tabel perbandingan realisasi kine{a TA202l dan Target Akhir RPJMD 2021 dapat disimpulkan bahwa

+ Iudeks PengElolaan Keuengan dan As€t Daerah pertahun sudah mencapai Target Akhir RPJMD 202 I deng t reatisasi s€b€sr 97 ,6V/o

sedsngkan targpt 97,90%.

* Nilai Pajak Daerah pertahunnyajuga sudah metampoui Target Akhir RPJMD yaitu dengan realisasi sebcsar Rp. 34.343.113.055. Dad

tab€l ters€but diabs d&pst dilihat behwa pcrtahunnya realisasi capoian melampoui targEt ysng direncanakan.

Loporan flftyntohifrtas Kircia Iastansi Qemerintafr (t AWQ) tafrun 202 1

cfutonQeryetofo\1guangon, Qentapaton fonAset aaerofrl(p1upotenTaponufrsektan

No
Itrfllotor KtErlr

Uhne Trrget Rerlbrd Crpden Trhm

mrc mfi 2018 2019 20m 20,2t ml5 2017 mlt 2019 NM 2021

I 2 3 4 5 6 7 t 9 10 ll t2 l3 t4

Indeks pongololaan
keuangan dur aset

dacrah f/o)

97,89 97,m 97,U 96,23 97.42 96,67 94,40 97,60

, Nilai pqiak da€rah
(Rp)

18.368 052.m0 36.084.715.028 29.748.0s0.438 57.307.%0 385 28259.n8.736 30.62t.t37 .350 20/96.5rt.n3 2t.604..472.185 35/19 297.80 58.425.618.881 f,4.t40.922.622 34.343.1 I3.055
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3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatanl Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

{. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah"

Sasaran ini memiliki I Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel3.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Per Tahun

No Sasaran

Strategis

Indikator
Kinerja

Realisai

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatanya

akuntabilitas
keuangan dan

aset daerah

lndeks
pengelolaan

keuangan

dan aset

daerah(%)

97,82 96,23 97,42 96.67 94,40 97,60

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa lndeks Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah pada Tahun 2021 Grealisasi sebanyakg7,60 o/o . Realisasi tersebut

hampir sedikit lagi mancapai target yang ditetapkan sebesar 97,90 o/o. Capaian

Kinerja telah terpenuhi sebesar 99,69 Yoyangmasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Faktor Penghambat dalam pencapaian kineria

1.

terlaksana seoenuhnva:

2.

banvak kelebihan anqgaran belania modal.

Adapun Faktor Penyebab tercapainya Indikator Kinerja Utama "Indeks

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

l. Bidang Anggaran 4 25% Kinerja Program Perencanaan dan Pengendalian

Anggaran berupa Dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA202l,

Dokumen Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBD TA202l, Dokumen Perda

P. APBD T A2021 dan Dokumen Perbup P.APBD T A2021 sudah ada dan tepat

waktu, dengan penjelasan sebagai berikut :

* Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan DPRD Kabupaten Tapanuli

Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 2020 tznggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 datPeraturan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
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Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal25 Oktober 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemtwan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2021, yang mana bahwa Penetapan Perda tentang

APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

paling lambat akhir Desember. Adapun faktor penyebab tercapainya adalah

dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan rincian sub kegiatan

sebagai berikut :

! Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

F Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

F Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

} Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

F Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;

) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

2. Bidang Perbendaharaan Q 25o/o Kine{a Pengendalian Belanja Daerah dan

Pengelolaan Dana Transfer berupa Realisasi Belanja Daerah terhadap

Perencanaan Belanja Daerah sebesar 93,91%, dengan penjelasan sebagai

berikut .

.1. Adapun faklor penyebab baiknya Kinerja Pengendalian Belanja Daerah dan

Pengelolaan Belanja Transfer adalah dukungan Program Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

)> Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

! Penyiapan, Petaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan

SPD;
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D Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

)> Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemenntah Kabupater/ Kota.

Disamping itu dukungan dari Pimpinan (Kepala Daerah) pada rapat-rapat

rutin yang terus menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang taat azas,

mendorong realisasi belanja daerah yang diharapkan berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan,

3. Bidang Akutansi dan Penyusunan Laporan 4 25% Kinerja Program

Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa

penyampaian laporan pertanggungawaban dari setiap OPD telah disampaikan

ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tepat waktu, dengan

penjelasan sebagai berikut :

.:. Seluruh OPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu,

sebagaimana dalam PP No. 12 Pasal 189 ayat (3) Laporan Keuangan SKPD

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggarun berakhir.

Pemerintah Kabupaten menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan seluruh OPD kepada

BPK untuk diaudit pada tanggal 22 Februari 2022, hal ini menunjukkan

bahwa seluruh OPD menyerahkan tepat waktu atau telah selesai sebelum

batas waktu akhir. Adapun faktor puryebab tercapainya adalah dukungan Program

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai

berikut :

) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APBD Bulanan, Tnwulanan dan Semesteran;

D Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peratuan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggunglawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;

) Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungioawaban Pemenntah

Kabupaten/ Kota.

4. Bidang Aset Daerah 4 25%oKineqaProgram Perencanaan, Pemanfaatan dan

Inventarisasi Aset berupa Realisasi Pemenuhan Barang Daerah terhadap

Kebutuhan Barang Daerah sebes ar 96,53To, dengan penje lasan sebagai berikut:

.!. Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten

Tapanuti Selatan yang berorientasi kepada masalah Barang Milik Daerah

dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun 2021 melibatkan seluruh

pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pengelola Barang Milik

Daerah mumi di Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku

Pejabat Penatausahaan Barang, Bidang Aset selaku Pengurus Barang Milik

Daerah, Pejabat Pentausahaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang

pada masing-masing SKPD.

Proses Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 dan Peraturan Bupati

Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 8 Nopember 2016 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan secara

priodik dan terus menerus melalui rekonsiliasi bulanan, rekonsiliasi

semesteran dan rekonsiliasi tahunan. Adapun faktor penyebab tercapainya

adalah dukungan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai

berikut :

)> Penatausahaan Barang Milik Daerah;

i Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 sampai kondisi akhir perencanaan

Tahun 2021 Indeks Pengelola Keuangan Daerah naik l;un'tn namun penurunannya

tidak begitu signifikan dan sudah melewati wget yg ditetapkan. Meski demikian

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih perlu melakukan

langkah-langkah sebagai berikut :
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l. Penyesuaian SIPD dengan harga SSH;

2. Memaksimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan seluruh OPD;

3. Memonitoring dan mengevaluasi seqra berkala pelaksanaan penyerapan

anggaran;

4. Melakukan lnovasi-inovasi terhadap pengelolaan keuangan.

* Sasaran Strategis "Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah"

Sasaran ini memiliki I Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.10. Nilai Pajak Daerah Per Tahun

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Pajak Daerah pada Tahun

2021 terealisasi sebanyak Rp. 34.343.113.055,-. Realisasi tersebut sudah melampaui

target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 30.621.137.350,-. Capaian Kine{a telah

terpenuhi sebesar ll2,l5oA yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Adapun Faktor Penyebab tercapainya Indikator Kinerja Utama'Nilai Pajak

Daerah" adalah sebagai berikut :

l. Bidang Pendapatan

Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah, tujuan yang dirumuskan meliputi :

a. Meningkatkan penerimium daerah yang makin optimal, dengan sasaran

tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :

* Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggarun proporsi PAD

terhadap pendapatan daerah.

b. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran

terdatanya potensi pajak daerah dan yang bukan pajak daerah, dengan

indikatornya yaitu :

I Proporsi pernrmbuhan jumlah potensi wajib pajak ;

* Pajakhotel;

{ Pajak restoran;

I Pajak hiburan,

* Pajak reklame;

Laporan i futnto*ifitas Khuia Instonsi (Pemeintafr (LLWa)tofiun 2021

No Sasamn

Strategis

Indikrtor

Kinerja

Rerfrei

2016 2017 20t8 2019 20m 2021

I Meningtatnya

pendapatan

pajak dmrah

Nilai pajat

daemh (Rp)

20 496.531 973 2t.6U 472.f85 35At9.D7.@O 58425.618 88r 34.t40 E22.622 34 343 113.055

Ea[an Aengetoto I(,euangan, ?en[apatan [an 
'Lset 

rDaerafr I(abupaten tapanufr SehUn 30



{ Pajak penerangan jalan;

l Pajak air tanah;

I ta.lat mineral bukan logam dan batuan;

* Pajak sarang burung walet;

{ Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan;

I Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

I Jumlah wajib retribusi dan jenis retribusi;

* Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Efektrfnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah,

dengan indikatomya yaitu :

{ Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut antara lain pajak restoran,

pajak reklame dan pajak air tanah;

I Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut antara lain refibusi

pelayanan persampahan;

{ Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang

terpunguV diterima (Bagr hasil pajak).

d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai

inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi meningkatkan kemampuan aparatur

yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : meningkatnya kualitas

aparatur dengan indikatornya yaitu :

I Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal;

J Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif;

I Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi.

e. Mewuj udkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran meningkatnya tingkat

kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah,

dengan indikatomya yaitu :

{ Indek kepuasan masyarakat (IKM).

f. Meningkatnya ketersediaan sarnn4 plirsarirna dan ketatalaksanaan pelayanan

publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatomya

yaittt :

I Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per

hari yang dilayani antar tahun anggaran;

I Proporsi ketersediaan standar operasional prosedur terhadap kebutuhan;

* Proporsi ketersediaan standar pelayanan terhadap kebutuhan.
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g. Meningkatnya modemisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan

indikatomya yaitu :

+ Tingkat gangguan jaringan dan ststem;

* Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi informasi

h. Memantapkan kinefa organisasi, dengan sasaran meningkatnya sinergrtas

antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatomya yaitu .

t Persentase jumlah OPD penghasil, pengelola dan penanggung jawab

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang melaksanakan hasil

kesepakatan bersama.

i. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kine{a dengan

indikatomya yaitu :

* Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP;

{ Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data

(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);

{ Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun;

I Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan intemal

pengawasan;

I Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) oleh instansi penilai. Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen

perencanaan daerah/ OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan

sebagai berikut :

' Tujuan
. Indikator Tujuan
. Kebtj akan
. Strategi
. lndikator Kinerja Utama (IKU)
. Sasaran
. Indikator Sasaran
. Target
. Program

Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,

maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan cq Bidang

Pendapatan adalah mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, diperlukan strategi dan
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kebij akan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan intemal dan ekstemal organisasi serta

analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama

kurun tahun 2021-2022, hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah

dirumuskan sejumlah strategi pada Bidang Pendapatan berikut :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang

lebih efektif;

2) Optimalisasi pemungutan dana bagi hasil;

3) Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro

ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penJrusunan asumsi-asumsi

perhitungan pendapatan daerah;

4) Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;

5) Peningkataan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan

pembagian dana perimbangan;

6) Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan dana perimbangan dengan unsur

pemenntah pusat;

7) Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;

8) Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

9) Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola

pendapatan;

l0) Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;

1 I ) Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;

12) Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

13) Menerapkan SOP yang makin teruji;

14) Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

15) Meningkatkan penyediaan sentra-senfia layanan pendapatan pada pusat-pusat

komunitas publik;

16)Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kine4a

organisasi;

17) Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;

l8) Mempertajam sistem pengendalian kine{a.
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Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 sampai kondisi akhir perencanaan

Tahun 2021 Nilai Pajak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dirata-ratakan

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meski demikian Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah masih perlu melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

l. Penetapanulangtarget;

2. Penerapan regulasi retribusi pajak daerah;

3. Optimalisasi seluruh sumber Mya organisasi unit pendapatan dalam

meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

objek-objek PAD;

4. Memperkuat kinerja pemungutan dana bagi hasil melalui validasi subjek dan

objeknya, pengawasan dan pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi

perpajakan nasional;
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5. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan

berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan

yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

6, Meningkatkan pemutakhiran data PAD dan zona nilai tanah;

7. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi

perumusan alokasi dana perimbangan;

8. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat melalui

media;

9. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;

10. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;

1 1. Mengembangkan standar kompetensi aparatur pengelola pendapatan;

12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;

13. Menyempumakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin

terukur dan teruji;

14. Menyempumakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan

pendapatan daerah;

15. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (online);

16. Melakukan penyempurn&m model dan metode penyelenggaraan rakor yang

teruji;

17. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil,

Kabupater/ Kota, KPK, Polri, Kejaksaan dan Perbankan Daerah.

Dari kedua uraian dan paparan penjelasan keberhasilan pencapaian Indikator

Kine{a Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan juga memiliki komitrnen dan tanggungawab dalam hal

peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang pendapatan, dan

panatausahaan keuangan daerah (penganggaraq belanja, pelaporan dan aset) yang

diwujudkan dalam sebuah motto ataupun tagline "No Cash, Go Digitalt' dimana

tagline ini merupakan ruh dasar dalam membangun semangat berpikir, bekerja dan

melayani. Motto ini secara nyala telah memberikan kontribusi besar dalam

mendongkrak kualitas kinerja pada Organisasi ini dapat dilihat dari produk-produk

unggulan pelayanan yang membantu para pengguna layalan sehingga seluruh

layanan yang dulunya konvensional secara perlahan telah beralih ke transaksi digital

Hal ini juga sejalan dengan "Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai (GNNT)"
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dimana gerakan inijuga diwuj ud nyatakan dalam program "Elektronifikasi Transaksi

Pemenntah Daerah (ETPD)".

Berikut ini ringkasan kegiatan Elektronifikasi yang merupakan perwujudan

dari Motto "No Cash Go Digital" dai awal usaha sampai dengan sekarang .

I . Eleklronifikasi Belanja

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memulai usaha elekrronifikasi

transaksi berawal dari Tahun 2015 dimana pada saat itu seluruh transaksi

pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisma SP2D-LS seluruhnya

dibayarkan secara nontunai secara Hos to Host (tl2H) melalui Aplikasi

Keuangan milik Pemda Tapanuli Selatan yang terintegrasi dengan Cash

Management Systez (CMS) milik PT. Bank SUMUT secara realtime. Usaha

elektronifikasi belanja ini terus berlanj ut sehingga pada tahun 2019 di perluas

layanannya ke tingkat Transaki SKPD dengan menggunakan Aplikasi CMS-

OPD (Cash Managemenst System Organisasi Perangkat Daerah) yang digunakan

oleh Bendahara pengeluaran SKPD untuk bertransaksi secara elektronik

meningalkan pola transaksi konvensional sebelumnya sehingga sampai saat ini

seluruh transaksi belanja SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

sudah dilakukan secara non tunai (100%).

2. Elektronifikasi Penerimaan

Perjalanan usaha untuk elektronifikasi penerimaan berawal dari Tahun 2016

dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pertama kali berhasil

mengtntegrasikan kanal pembayaran eleklronik Pajak Bumr dan Bangunan

Pedesaan/ Perkotaan (PBB-P2) secara Host-to-Hos, (H2H) dengan PT. Bank

SUMUT. Kegiatan elektronifikasi ini dilanj utkan dengan perluasan layanan ke

Pajak dan Retribusi Daerah yang mulai diimplementasikan mulai tahun 2019

pada bulan september dan sampai saat ini seluruh Pajak dan Retribsusi Daerah

dapat dibayarkan melalui kanal elektronik, ATM, SMS Banking, beberapa E-

Commerce, Dompet Digrtal dan AlfamarV Alfamidi. Kedepannya kanal QRIS

sedang menunggu status perizinan QRIS Dinamis oleh Bank SUMUT dan untuk

elektronifikasi Pajak dan Retribusi daerah di Tapanuli Selatan sendin sudah

mencapai 100% hanya menunggu Kanal QRIS agar Kabupaten Tapanuli Selatan

masuk ke kategori digital dalam penilaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah.
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APLIKASI SITARIDA

(Sistem Informasi Terintegrasi Daerah)
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APLIKASI ORDER

(Sistem Informasi Pengadaan Modal dan Persediaan)
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Secara umum capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkat dan menunjukkan prestasi, hal

ini dapat dilihat dari Tahun 201+2020 adalah tercapainya Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan opini penilaian

tertinggi yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Dimana pada tahun-tahun

sebelumnya yaitu Tahun 2072-2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

dan Tahun 2011 mendapat opini Disclaimer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (uara III) sebagai Pemda Terbaik dalam

Kemandirian Fiskal Tahun 2018, Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan (uara

III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun.

Tahw 2021 rnendapat penghargaan atas Capaian Opini WTP 7 (tujuh) kali berturut

turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 s1d2020. Sedangkan

untuk Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Tahun 2021 masih menunggu hasil di

Tahun 2022. Dengan tercapainya opini WTP Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan

mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Loporan,4 Fjtnta(ihrus Kine1a Irctansi Qeneintafi I'afiun 2021
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Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2014 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2015 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
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Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2016 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2017 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

PENYERAHAN LAPORAN HASIT PEMERIXSAAN

LAPORAN XEUANGAN P EMENINIAI{ DAERAH
. IAHUN ANGGATAN 2OI7
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Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2018 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
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Hasil Perneriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2019 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
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Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemenntah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun

Anggaran 2020 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

3,2. AkuntabilitasKeuangan

3.2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2021

Tabet 3.11. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab Tapsel Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Rc{lisrsi (%)

4 Pendapatan 1.353.06t.334.163 t.5I3.778.045.889 111,88

4l Pendapatan Asli Daerah 137 004.9@.653 134 093 420 731 9',7 ,87

42 Pendapatan Transfer t 146 376 A82.464 I 308 861 528 415 114,1',7

43 Lain-lain Pendapatan yang Sah 69 686 48'1 046 70.823 096 '.143 101,63

Jumlah 1.353.06E.334.163 1.513.77E.045.t89 I I1,88

Realisasi seluruh Pendapatan Daerah Pada Tahun 2027 sebesar Rp.

1.513.778.045.889 atau I 11,887o dai targetl anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp. fJ53.068.334.163. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 secara umum

tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

Laporan flfunta,ifrtas Kinerja lrtstotlsi Qenurtutafr (t SKl(4'Iahw 2021
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Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar

Rp.134.093.420.731 atau tercapai sebesar 97,87o dari seluruh target PAD

sebesar Rp. 137.004.964.653. Rincian realisasi dan target PAD Tahun 2021

adalah sebagai berikut :

Tabel3.12. Realisasi Pendapatan AsIi Daerah Tahun 2021

Kode Uraian Angaran/ Target Realisasi ("/o)

4.1 Pendapatan Asli Daerah 137.004.964.653 134.093.420.731 97,87

4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 30.62r.137.350 34.343.113 055 112,15

4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 17.297.472.900 13.620.750.535 78,74

4.1.03 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

68 454 659.350 66.106.522.000 96,57

4104 LainJain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

20 63r 695 053 20 023.035.141 97,05

Jumlah 137.004.964.653 134.093.420.731 97,87

Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.

1.308.861.528.415 atau tercapai sebesar ll4,l7o dari seluruh target

Pendapatan Transfer sehsar I . 146.37 6.882.464.

Rincian realisasi dan target Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

Tabel3.13. Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Realisasi (%)

4.2 Pendapatan Trasfer Daerah 1.146.376.882.464 1.308.861.528.415 ll4,l7

4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

929.282.289 775 t .077 .819 .349.793 115,98

4.2 02 Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya

180.812.263.000 180.377.049.875 99,76

4.2.03 Transfer Pemerintah Antar
Daerah

36.282.329.689 50.665 128.747 139,64

Jumlah 1.146.376.E82.464 1.308.861.528.415 ll4,l7
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Realisasi LainJain Pendapatan yang Sah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2021 sebesar70.823.096.743 atautercapai sebesar 10l,630 dari seluruh

target pendapatan transfer sebesar 69.686.487 .046.

Rincian realisasi dan target LainJain Pendapatan yang Sah Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.l4.Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Realisasi (o/o
)

4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 69.686.487.046 70.823.096.743 101,63

4.3.01 Pendapatan Hibah 69.686.487.046 70.823.096 743 101,63

4.3.02 Pendapatan Dana Darurat

4.3.03 Pendapatan Lainnya

4.3.04 Dana Desa

Jumlah 69.686.4E7.046 70.E23.096.743 101,63

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Target Belanja Daerah untuk Tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.381.228.244.753

dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar 1.297.150.101.430 atau tercapai

sebesar 93,91o/o. Rincian target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel3.15. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Realisasi (%)

5 Belanja 1.38r.22E.244.753 r.297.r50.r01.430 93.91

5.1 Belanja Operasi 860.952.347.393 792.868.270.476 92,09

5.2 Belanja Modal 245.497.805.761 236.974.942.898 96.53

5.3 Belanja Tak Terduga 23.487.628.599 22.610.843.206 96,27

54 Belanja Trasnfer 251.296.463.000 244.696.044.850 97.37

Jumlah 1.381.228.244.753 1.297.150.101.430 93.91
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Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

Belanja Operasi pada Tahun 2021 teralisasi sebesar 792.868.270.476 atau

92,090 dari target yang ditetapkan sebesar 860.952.347.393. Rincian realisasi

Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel3.16. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

Belanja Modal pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 236.974.942.898 atau

96,530/o dari target yang ditetapkan sebesar 245.491.805.761. Rincian realisasi

Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel3.17. Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Terget Realisasi ("/")

5.1 Belanja Operasi 860.952.347.393 792.868.270.476 92,09

5.l.0l Belanja Pegawai 481.5t2.114.937 456 080 730.668 94,72

5 1.02 Belanja Barang 346.509.973 346 306.366.070.169 88,41

5 1.03 Bunga

5.1.04 Subsidi

5.1 05 Hibah 29.935.657.110 27.970.702 265 93,44

5.1.06 Bantuan Sosial 2.994.602.000 2.450.767.374 81 84

Jumlah 860.952.347.393 792.868.270.476 92,09

Kode Uraian Anggaran"/ Target Realisasi ("/")

5.2 Belanja Modal 245.491.E05.761 236.974.942.EgE 96,53

5201 Belanja Tanah 320 000.000

5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin 28.697.879.466 26 057 904 9tt 90,78

5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 76.279.479.967 72.675.889.055 95,28

5.2.04 Belanja Jala4 Irigasi dan

Jaringan

133.813.243.528 r32.062.686.732 98,69

5205 Belanja Aset Tetap Lainnya 6.381.202.800 6.184.462.200 96,92

5.2.06 Belanja Aset Lainnya

Jumlah 245.491.805.761 236.974.942.89E 96,53
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Belanja Tak Terdugapada Tahun 2021 terealisasi sebesar 22.610.843.206

ata;u 96,27% dan target yang ditetapkan sebesar 23.487.628.599. Rincian

realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Realisasi ("/")

5.3 Belanja Tak Terduga 23.487.628.s99 22.610.843.206 96,27

5301 Belanja Tak Terduga 23 487 628.599 22.610.843.206 96,27

Jumlah 23.4t7.628.599 22.610.843.206 96,27

Belanja Transfer pada Tahun202l terealisasi sebesar 244.696.044.850 atau

97,37 dari target yang ditetapkan sebes:u 251.296.463.000. Rincian realisasi

Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

Tabel3.19. Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021

Kode Uraian Anggaran/ Target Realisasi ("/")

5.4 Belanja Transfer 251.296.463.000 244.696.044.E50 97,37

5401 Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintahan
Kabupaten/ Kota dan Desa

4 841.950.000 126.950.000 2,62

5.4.02 Belanj a Bantauan Keuangan
antar Daerah Provinsi

5 4.03 Belanj a Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi ke Kabupaten/
Kota

5.4.04 Belanj a Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi atau
Kabupaten/ Kota kepada Desa

246.454.513.000 244.569.094.850 99,23

5405 Belanja Transfer Dana
Otonomi Khusus Provinsi
kepada Kabupaten/ Kota

Jumlah 251.296.463.000 244.696.O44.E50 97,37

3.2.3. Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis

sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 maka besaran

alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai

berikut:

Laporanfl Kirurjo lttstottsi (LAruQ) 2021
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Tabet 3.20. Capsirn Sumber Dayt Atrggaratr drn Rrtr-roti Csprisn Kircrjr Ut ma BPKPAD Ksbupster Tapanuli SeLtan TA 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan behwa dengan anggarau sebesar Rp 304.321.446.423 *au 96,66 % dari tfiget snggaran sebesar Rp

294.184.931.545 WdtProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daenh dspat meghasilkan nta-rata capaian lndikator

Kinerja Utana (IKU) pada Badan Pengelota Keustrgan, Pendapatan dan As€t Daenh Kabupaten Tapaouli Selatan pada TA 2021 sebesar

105,92o/o.

Rata-rata capaian kinerja utama Badan Pengelola Keuangsn, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupoten Tspanuli S€latan pada TA 202 I

adalah 105,92% dengian nilai peringkat Sangst Tinggi. Dana auggaran yang digunakan untuk mencspai rat8-iata capeian kinerj a utama tersebut

adstah s€besar Rp 294. I 84.93 L 545 atsu 96,660lo dari Rp 304.32 I .446.423 sehingga masih terjadi efisicnsi anggaran seb€sar Rp 10. 136.5 14.878

atat 9,260/o.

Laporan flfr,3tnto&ifrtas Kircia Irctansi Qemenntafr (t AWA) tofrun 202 1

rBaton Qengetoh I(guangon, Qentapotan fan Aset cDacrafr I(41upoten'lapanufr Se[otan

Sasaran Shategi No
Indikator Kinerja

Utarna
(IKLD

Tahtm 2021 Nilai Peringkat
Kinerja

Program
Alokasi Dana TA20Z|

Realisasi Capaian

Target Realisasi Capaian APBD P. APBD

I a 3 4 6 7 8 9 l0

Meningkatnys
akuntabilitas
keuangan dan
aset &erah

I lndeks pengelolaan
keuangan dan asset

daerah (%)

97,90 9'7,60 99,69 Sangat Tinggi Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan

284.916.809 527 304.32t.446 423 294. I 84.93 1.545 96,66

Meningkatnya
pendapatan
pajak daerah

2 Nilai pajak daerah
(Rp)

30.62 1.137.350 34 343.113 055 I 12,15 Sangat Tinggi

Rah-Rata Capaian 105,92 Sangat Tinggi
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah dan merupakan wujud transparansi dan akunabilitas. Sangat disadari bahwa LAKIP

ini belum secara sempuma menyajikan prinsip transparansi dan akuntablitas seperti yang

diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh

gambaran tentang hasil capaian kineda yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan di masa mendatang

akan terus melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar

terwujud transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan peningkatan pendapatan dan

penerapan sistem pengelolaan keuangan serta aset daerah yang baik sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku yaitu Instruksi Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal tersebut dilakukan guna mewujudkan

pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang efektii efisien, bersih serta

berorientasi kepada kebutuhan instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya Namun

disadari bahwa seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut belum mencapai hasil sesuai

dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah befalan pada jalur yang

benar. Upaya berkelanjutan akan tetap dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama koordinasi

dengan berbagai instansi pemerintah .terkait baik di daerah maupun dipusat untuk

mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

Kiranya LAKIP ini dapat memenuhi kewajiban akuntablitas dan sekaligus menjadi salah

satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kine{a untuk

mewujudkan good governance pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagi Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan LAKIP ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam penyusunan dan

pengimplementasian pada Rencana Kerja (Operational Planl, Rencana Kineqa (Perfbrmance

Plan), Rencana Anggarat @inancral Plan), dan Rencana Strategis (Stategic Plan) pdamasa'

masa mendatang.
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Diketahui dan Disetujui Oleh

l). Sekretaris BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Zulkarnaen Harahap, SE

NIP. 19680302199403 I 009

2). Kabid Akuntansi dan Penyusunan Laporan BPKPAD Kab. Tap. Selatan

Nelli Hasibuan, SE

NrP. 19720806 200604 2 008

3). Kabid PerbendahuraanBPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Dany Iskandar Harahap, SE

NrP 19791020 200212 I 004

4). Kabid Anggaran BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Saiful AP. Nasution, S.Pi, MM
NrP. 19850724 200904 | 003

5). Kabid Aset Daerah BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Bonardo AP. Marpaung, SE

NrP. 19781009 200604 I 003

7). Kabid Pendapatan BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Rahmina Agustina, SE, MM
NrP. 19730 828 2003 12 2 003

8). Fungsional Perencana BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan

Nurainun Sagala, S.Sos

NrP. 19830607 200701 2 002

Sipirok, 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN ASET DAERAH
KABUPATEN ANULI SELATAN

M. FRANANDA, SE

PEMBINA TK I
NrP. 19800723 200,3121 002
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Lrmpirrn L RKT Perubrhrn TA. 2021 Bdatr P€trgeloh Keuangrn, Pendsprtm datr Aset Drerah Krbuprt€n Trpanuli Selrtatr

Kode
Urusan/SublBidanglPDlProg ramlKegiab

nlUralan Kegiatan

Sasaran Program dan Kegiatan,

lndikabr Kinef a ProgramlKegiabn
Lokaai

Rencana Perubahan Pagu lndikatlf Tahun 2021
Bertrmbahl

BerkunngTaryet

Crpaian
Sebelum (Rp)

Taryet

Capaian
S*udah (Rp)

I 2 3 I 5 0 7 8 I
UNSUR PENUilJANG URUSAN

PEIjlERINTAHAN

284.916.E00.527 295.860.792.370 11.145.9E2.815

5.02 KEUANGAN 281.916.809.527 295.800.792.370 11.115.982.815

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATENIKOTA

Cakupan Pehyanan Administnci
Pemerlnhhan, Pembangunan dan

Kemaryarrkrhn (%)

100 23.E13.760.387 100 25.08',t.8t3.421, 1.868.107.034

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggann, drn

Evrluad KlnerJa Penngkrt Daerah

Terpenuhlnya Pelenclnaan,

Penganggann, dan Evaluasi Kinefa
Perangkat Deerah (%)

100 108.E00.200 100 14E.389.600 39.583.100

5.02.01.2,01,01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah perencanaan dan

penganggaran perangkat daerah yang

tersusun (dokumen)

Tapanuli

Selatan

3 52.275.550 3 89.062,950 36.787 400

5.02.01.2.01,02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD

iumlah RKA-SKPD yang tensusun

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 10.103.100
,|

10,103,100

5.02.01.2.01,0s Koodinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah perubahan RKA (P.RKA)-SKPD

yang tersusun (dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 1 0,1 03,1 50 't 1 0.103.1 50

5,02.01.2.01,04 Koodinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang tersusun

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 7.638.8m I 10,434,800 2.796,0m

5.02.01.2.01,05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

DPA.SKPD

Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD

yang tersusun (dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 7,633.8m 1 7.6$.8m

5.02,01 .2.0'l ,06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

perangkat daerah yang disusun

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 21.051.800 I 21.051.800

Jumlah laporan capaian kinerja

perangkat daerah yang disusun

(laporan)

3 3

5.02.01.2.02 Adminlstraci Keuangan Petangkat

Daerah

Terpen uhi nya Mml nictmsi

Keuangan Penngkat Daerah (%)

100 21.317.425.50E 100 23.109.411.041 L791.985.5:r3

52
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Kode
UruranlSublBidanglPDlPrcg ramlKeglah

nlUraian Kegiaten

Sarerrn Program dan Keglahn,

lndlkeb KlnerJa ProgramlKegirbn
Lokscl

Rencana Ferubahan Prgu lndlketif Tahun 2021
Berbmbah/

BerkurangTarget

Capaian
Scbelum (Rp)

Tatget

Capalan
Sesudeh (Rp)

I 2 3 4 5 6 7 E I
5.02.01.2,m,01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gajiASN (bulan) Tapanuli

Selatan

14 20.797.418.608 14 22.ffis.%4.141 1.807.945.533

Jumlah pembayaran tunjangan ASN

(bulan)

12 12

5.02.01.2,U2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

Jumlah gaji tenaga entry yang terbayar

(oB)
Tapanuli

Selatan

26 451.819.6m 26 435.859.6m -15,960,000

Jumlah honorarium PN9ASN yang

terbayar (OB)

144 144

5.02.01.2.m.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD

Jumlah SPJ dan laporan realisasi

anggaran bulanan SKPD yang tersusun

(laporan)

Tapanuli

Selatan

12 38,187,300 12 38.187,300

5.02,01.2,A2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

SKPD yang tersusun (dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 30,m0,000 1 30,000,000

5.02.01.2.05 Adminictrarl Kcpegawalan Penngkrt
Daerah

Teryenuhinya Admlnlrtrsrl
Kepegawrlan Perarykat Daerah (%)

100 't29.700.000 100 't29.700.000

5,02,01.2,05,02 Pengadaan Pakaian Dinas B€serta Akibut

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas untuk PNS yg

tensedia (stell)

Tapanuli

Selatan

49 14.700.m0 49 14,700,m0

5.02.01,2.05,09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Bedasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah egalai yang mengikuti

peMldikan dan pelatihan (orangfl<ali)

Tapanuli

Selatan

23 115.000.0m 23 1 15,000,000

5.02.01.2.00 AdminbEarl Umum Perangkat Daerah Terpenuhinyr Mmlnlstrarl Umum

Penryket Drerah (%)

100 L172.945.800 100 1.209.47E.901 38.533.10'l

5.02.01.2,06,01 Penyediaan Komponen lnstalasi ListriU

Penerangan Bangunan Kanbr

Jumlah komponen instalasi listriU

penerangan bangunan kantor yang

terpenuhi (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 19.863.000 12 '19.863,000

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Pedengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia

(bulan)

Tapanuli

Selatan

12 50.m0,000 12 97.803.301 47.803.301

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga dan

bahan pembersih yang tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 34,474.800 12 34.474.800

Laporan fl {untofuifrt os Kinn io I nstansi (Peme int afi (LAWQ) ta frun 2 0 2 1
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Kode
UrucanlSublBida nglPDlProgram/Keglah

nlUnian Keglahn

Sararan Program dan Kegiabn,

lndlkebr Klnefl r Program/Keglrten
Lokagi

Rencena Ferubahan Pagu lndlltatif Tahun 2021
Borbmbahl

BelkunngTatgot

Capaian
Scbelum (Rp)

Taryet

Caprian
Serudah (Rp)

I 2 3 I 5 6 7 E I
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi

(bulan)

Tapanuli

Selatan

12 '115.739.600 12 115.739.6m

Jumlah makanan dan minum tamu

yang tersedia (bulan)

12 12

Jumlah makan tamu yang tersedia

(kotak)

250 250

Jumlah snack rapat yang tersedia

(kotak)

100 100

5.02.01.2.06,05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan blanko, karcis,

formulir sebagai media bukti surat

setoran atau surat pembayaran serta

berbagai cetakan pelengkap

administrasi lainnya yang terpenuhi

(bulan)

Tapanuli

Selatan

12 189.083,500 12 177,813.3m (11,270,200)

5.02,01,2,06.06 Penyediaan Bahan Baoaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah pembayaran surat kabar kabar

yang tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 27.540,000 12 27,540.000

5.02.01,2,06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah biaya rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD luar daerah yang

tersedia (OH)

Tapanuli

Selatan

20 162.489.000 20 162,489.000

Jumlah biaya rapat koodinasi dan

konsultasi SKPD dalam daerah yang

tersedia (OH)

111 111

5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD

Jumlah operasional aplikasi

penatausahaan keuangan daenah yang

tersedla (aplikasi)

Tapanuli

Selatan

8 573.755.900 573755900

5.02.01.2.07 Pengadran Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerlnhh Daerah

Terpenuhlnya Pengadaan Banng

Mllik Daenh Penunjang Urusan

Pemednbh lherah (%)

100 150.000.000 100 150.000.000

5.02.01.2.07.01 Pengadaan Sarana dan Pragarana Gedung

Kantor atau Barqunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana gedung

kantor yang tersedia (paket)

Tapanuli

Selatan

2 150,000.000 2 150,0m,000

cBatan Qengefofa 't(guattgan, Qentapotan dan Aset (Daerafr Koiupoten tapanufr Sefoton 54
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Kode
Ururan/SublBida ng/PDIProgram/Kegiah

nlUraian Kegiatan

Saaaran Program dan Kegiatan,

lndikabr Kine[a ProgramlKeglatan
Lokasi

Rencana Perubahan Pagu lndikatff Tahun 2021
Berhmbah/

BerkurangTarget

Capaian
Sebelum (Rp)

Target

Capaian
Sesudah (Rp)

I 2 3 4 5 D 7 I I
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Utusan

Pemerintahan Daerah

Terpenuhinya Penyediaan Jasa

Penunjang Urugan Pemednhhan

Daerah (Yo)

100 725.162.679 .l00 725.167.679 5.000

5.02.01,2.08,01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pembayaran materai yang

tersedia (buah)

Tapanuli

Selatan

493 6.560.000 493 6.560,000

Jumlah pembayaran pengiriman

suraUbarang yang tersedia (Kg)

100 100

5.02,01.2,08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran tagihan jasa

komunikasi telepon, internet, air dan

listrik yang tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 359,601.079 12 359.606.079 5.000

5.02.01,2,08,04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah gaji tenaga pengemudi, tenaga

kebersihan dan tenanga penjaga kantor

yang tersedia (OB)

Tapanuli

Selatan

130 359 001.6m 130 359,001,6m

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Mllik Daenh

Penunjang Urusan Pemedntahan Daerah

Tepenuhinya Pemellharaan Barang

Milik Dserah Penunjang Urusan

Pemeilnhhan Daerah

100 209.t20.200 100 20s.726.200

5.02.01,2,09,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Palak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah pembayaran pajak kenderaan

dinas operasional atau lapangan yang

tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 165.000,000 12 165,000.000

Jumlah pemeliharaan kenderaan dinas

operasional atau lapangan yang

tersedia (unit)

4 4

5.02,01.2,09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan dan

mesin lainnya yang tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 14.726,n0 12 14.726.n0

5.02.01 .2 09,1 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah pemeliharaan bangunan dan

taman yang tersedia (bulan)

Tapanuli

Selatan

12 30.m0.000 12 30.000,000

5.02.02 PROGRAM PENGELOI-AAN KEUANGAN

DAERAH

Opini BPK Terhadap Laporan

Keuangan Daerah

Rasio Dokumen Penganggaran yang

100 259.375.472.640
,l00 268.455.3/t8.449 9.075.875.809

Loporan flfutntabititas Kirwia Instansi Semerintafr (t .AWQ) tofrun 2021
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Kode
Uru sanlSub/BidanglPDlProg ram/Kegiah

n/Uraian Kegiahn

Saarran Program dan Kegiahn,

lndlkabr Kine{a Program/Kegiatan
Lokasi

Rencana Perubahan Pagu lndikatif Tahun 2021
Bertambahl

Berkurang
Target

Capaian
Sebelum (Rp)

Target

Capaian
Sesudah (Rp)

1 2 3 1 5 0 7 0 I
Tepat Waktu Terhadap Dokumen

Penganggaran

Rasio Dokumen Penganggaran yang

Tepat Waktu Terhadap Dokumen

Penganggaran

,t00 100

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyuounan Rencana

Anggatan Daerah

Terpenuhinya Koordinasi dan

Penyueunan Rencana Anggaran

Daerah

100 585.470.500 100 5E5.470.500

5.02,m.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

RKA.SKPD

Jumlah RKA-SKPD terverifi kasi

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

47 14.480.700 47 14,480,700

5.02.02.2.01,04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah perubahan RKA-SKPD

terverifikasi (dokumen)

Tapanuli

Selatan

47 13.998.800 47 13.998.800

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

DPA-SKPD

Jumlah DPA-SKPD terverifikasi

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

47 25,353,300 47 25.353,300

5.02.02.2.01.06 Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah perubahan DPA-SKPD

terverifikasi (dokumen)

Tapanuli

Selatan

47 14,524.n0 47 14,524,n0

5,02.42,2.01,07 Koodinasi dan Penyusunan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Jumlah perbup tentang penjabaran

APBD (dokumen)

Tapanuli

Selatan

224.7813N I 224.7813W

Jumlah pebup tentang perubahan

perbup penjabaran APBD (dokumen)

I

Jumlah perda tentang APBD (dokumen) 1

5.02.02.2.01,08 Koordinasi dan Penyusunan Peratunan

Daenah tentang Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah perbup tentang penjabaran

perubahan APBD (dokumen)

Tapanuli

Selatan

197.869.1m 1 197.869,100

Jumlah perbup tentang perubahan

perbup penjabaran P, APBD (dokumen)

I

Jumlah perda tentang perubahan APBD

(dokumen)

1 I

Loporan flf,3tntabifrtas Kjneia lrctorci Qemtrintah (LAWQ) tafiun 2021
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Kode
UrusanlSub/BidanglPD/Program/Kegiats

nlUraian Kegiahn

Sgseran Program dan Kegiabn,

lndlkabr Kineria Program/Kegiahn
Lokasi

Rencana Perubahan Pagu lndilelif Tehun 2021
Bertambah/

Berkurang
Target

Capaian
Sebelum (Rp)

Target

Capaian
Seaudah (Rp)

1 2 3 5 6 7 I I
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta

Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah yang diberikan sosialisasi

Peraturan tentang pedoman

penyusunan APBD (orang)

Tapanuli

Selatan

135 '15.035.200 '135 '15.035.200

5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran

Pendapatan

Jumlah koordinasi perencanaan

anggaran pendapatan daerah ke

pemerintah atasan (kunjungan)

Tapanuli

Selatan

e 21.386.200 3 21.386.200

Jumlah koordinasi perencanaan

anggaran pendapatan daerah ke

perangkat daerah (0PD)

45 45

5.02,02.2,01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja

Daerah

Jumlah koordinasi perencanaan

anggamn belanja daerah ke pemerintah

atasan (kunjungan)

Tapanuli

Selatan

10 58,041.700 10 58,041,700

Jumlah koordinasi perenoanaan

anggaran belanja daerah ke perangkat

daerah (OPD)

45 45

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan

Pebendaharaan Daerah

Tepenuhinya Koordinasl dan

Pengelolaan Perbendaharaen [herah
100 312.479.000 100 312.473.600 .5.400

5,02.m.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah laporan fungsional SKPD

(berkas)

Tapanuli

Selatan

45 22,998.900 45 22.998,900

Jumlah pengajuan SP2D bantuan

(berkas)

1 I

Jumlah pengajuan SP2D LS BJ per

SKPD (berkas)

45 45

Jumlah pengajuan SP2D TU, TU-NIHlL,

GU, GU-NIHlL, TPP per SKPD (berkas)

45 45

5.02.02.2.42.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Jumlah laporan harian pengelolaan

anggaran kas pemerintah daerah

bulanan (laporan)

Tapanuli

Selatan

12 39,995.400 12 39.990,000 -5.400

Lapolan.1&Junahiatas Kirlcri ltrtanr i Qei,eritat (LAKIQ),ta6n 2021
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Kode
UrusanlSublBidang/PDlProg ramlKegiab

n/Uraian Kegiahn

Sasaran Program dan Kegiabn,

lndlkabr Klne{a Progtam/Kegiatan
Loksei

Rencana Perubahan Pagu lndikatT Tahun 2021
Berhmbahl

BerkunngTarget

Capaian
Sebelum (Rp)

Taqot
Gapaian

Sesudah (Rp)

I 2 3 4 5 6 I I I
5.02.02.2.V2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Daerah, Laponan Aliran Kas, dan

Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah buku jurnal

penerimaan/pengeluaran bulanan

(laporan)

Tapanuli

Selatan

12 159.990.900 12 159.990.9m

Jumlah daftar register penerimaan/

pengeluaran bulanan (laporan)

12 12

5,02.m.2.m.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah pembayaran gaji Ke-1 3 se kab,

tapsel (daftar)

Tapanuli

Selatan

1 89,493,800 1 89,493.800

Jumlah pembayaran gaji se kab, tapsel

(daftar)

1 1

Jumlah pembayaran gaji susulan se

kab, tapsel (daftar)

I 1

Jumlah pembayaran gaji terusan se

kab, tapsel (daftar)

1 1

Jumlah pembayaran kekurangan gaji

dan tunjangan terusan se kab. tapsel

(daftar)

1 1

Jumlah pembayaran nomor penguji gaji

se kab, tapsel (daftar)

I 1

Jumlah pembayaran setoran kelebihan

pembayaran gaji (daftar)

1 1

Jumlah pembayaran SP2D gaji per

0PD (daftar)

1 I

Jumlah pembayaran surat keterangan

pemberhentian pembayaran (SKPP)

(daftar)

1 1

Jumlah pembayaran tunjangan harl

raya se kab, tapsel (daftar)

I 1

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelakeanaan Akunbnsi
dan Pelaporan Keuangan Daerah

Penyampaian kporan Keungan

Pemerintah Daerah Tepat Waktu

100 586.432.750 100 586.432.750

5B

Loporan fi,f,jtntabifrtas lGruia Instansi Semcrtntoh ([,AKIQ tafiun 2021
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Kode
U rusanlSub/Bida rqlPD/Prog ramlKegiats

nlUraian Kegiahn

Sassran Program dan Kegiatan,

lndikabr Kinerja ProgramlKeglatan
Lokeei

Rencana Perubahan Pagu lndiletif Tahun 2021
Berbmbahl

BerkurangTarget

Capaian
Sebelum (Rp)

Tatget

Capaian
Seaudah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 I I
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Jumlah realisasi anggaran pemerintah

daenah bulanan (laporan)

Tapanuli

Selatan

12 56.2'14,400 12 71.214.400 15.000.m0

Jumlah realisasi anggaran pemerintah

daerah semesteran (laporan

12 12

Jumlah realisasi anggaran pemerintah

daerah triwulan (laponan)

4 4

5.02,m.2,03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,

BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Jumlah laporan keuangan pemerintah

daerah (dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 54.170,850 1 46.873.350 -7.297.5N

5.02,02,2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi dan Ranoangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

KabupatentKota

Jumlah peraturan bupati (perbup)

tentang penjabaran penjabaran

pertanggungjawaban pelaksaan APBD

(dokumen)

Tapanuli

Selatan

1 193,625.400 1 185.922.9m -7.7025N

Jumlah peraturan daerah (perda)

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (dokumen)

1 1

5.02.02.2,03.\1 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten/X,ota

Jumlah yang mengikuti pembinaan

akuntansi pelaporan dan

pertanggungjawaban pemerintah

kota/kabupaten (orang)

Tapanuli

Selatan

91 282,422jN 91 282.4n1@

5.02.02.2.M PenunJang Urusan Kewenangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

100 257.095.090.390 100 266.970.971.599 9.075.881.209

5.02.02,2.04,08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah DPA-PPKD (dokumen) Tapanuli

Selatan

1 243,670,943,100 1 246,454.5'13,000 2.783.568.900

Jumlah DPPA-PPKD (dokumen) 1 I

Jumlah laporan keuangan akhir tahun-

PPKD (dokumen)

1 1

Jumlah penyaluran bantuan keuangan

bulanan (laporan)

12 12

Jumlah RKA-PPKD (dokumen) 1 I

Jumlah RKPA-PPKD (dokumen) 1 1

Loporan flf,,gtntafiifrtas lQneia lrutonsi Qemeintah QraW@ tafrun 202 1
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Kode
UrusanlSub/Bida ng/PDlProgram/Keglah

nlUnlan Keghhn
Sacaran Program dan Keglatan,

lndikrbr Kinerla Prcgrem/Keglebn
Lohd

Rencenr Perubahan Pagu lndlkatT Tahun 2021
Bertembahl

BerkunngTarget

Crpahn
Sebelum (Rp)

Taryet

Capalrn
Sacudlh (Rp)

1 2 3 I 5 6 f I s

5.02.V2.2.U.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah dana darurat dan mendesak

bulanan (laporan)

Tapanuli

Selatan

12 10.005,m0.000 12 15,774.258.599 5.769.258.599

5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana B4i Hasil

Kabupatenfl(ota

Jumlah pengelolaan dana bagi hasil

kabupatenflrota bulanan (laporan)

Tapanuli

Selatan

12 4.219.147.n0 12 4.742.2n.n0 523,052.710

5.02.03 PROGRAM PENGELOI-AAN BARANG

i,ILIK DAERAH

Oplnl BPK Terhadrp Laporan

Keuangan Drerah PF

WTP 646.105.700 WTP 758.005.700 311.899.972

Rarlo Rerlirerl Pemenuhrn Brnng
Daenh Terhrdap Kcbutuhan Barang

Daerah

83 83

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Mlllk Daerah Teryenuhlnye Lepotan dan Dokumen

Pengelolaan Barang ldlllk [herah
046.'t05.700 750.005.700 109.900.000

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pengelolaan aseUbarang milik

daerah (laporan)

Tapanuli

Selatan

6 99,992,100 6 99.9e2,100

5.02.03.2.01.06 lnventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah inventarisasi barang milik

daenah (dokumen)

Tapanuli

Selatan

5 546,113.6m 5 656,013,600 109,900.000

5.02.04 PROGRAM PENGELOLqAN

PENDAPATAN DAERAH

Oplnl BPK Terhadrp Laporan

Keuangan Drerah

100 ,t.077.464.800 100 967.564.800 -109.900.000

Oplnl BP|( Terhedep Laponn
Keuangan Daenh

wTP WTP

Rario Realisasi PAD brhadap Terget

PAD

97 97

5.02.04.2.0,| Keglahn Pengelolaan pendaprbn

Drerah

Teryenuhlnya Pengelolaan

Pendrpabn Daerah

1.077.4E4.800 987.504.800 -,l09.900.000

5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah laporan piutang PAD (laporan) Tapanuli

Selatan

12 314.992.9m 12 314.9g2,900

Jumlah penerbitan SPPT, SKPD dan

SKRD terhadap taqet PAD (berkas)

11 1'l

Laporan flfyntabifrtas Kjrcia lrctansi Qemeintafr (LaW@ tafrun 202 1
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Kode
U rucanlSublBidang/PDIProg ram/Kegiah

n/Uraian Keghhn
Sararan Program dan Kegiabn,

lndikabr Kinerja ProgramlKegiatan
Loltagi

Rencana Perubahan Pagu lndikalif Tahun 2021
Bsrtambah/

BerkumngTrrpt
Capalan

Sebelum (Rp)
Taryet

Capaian
Seoudah (Rp)

I 2 3 4 5 6 7 I I
Jumlah realisasi pendapatan asli

daenah bulanan (laporan)

12 12

5.02.04,2,01,01 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan

Basis Data Pajak Daerah

Jumlah daftar harga zona nilai tanah

per wilayah kecamatan (laporan)

Tapanuli

Selatan

15 762.471,900 15 652.571,900 (109,s00.000)

Jumlah daftar NJOP PBB (buku) 1

Jumlah daflar objek pajak dan subiek

pajak yang valid (daftar)
15 4E

Jumlah hasil pembuatan dan

pendetailan peta zona nilai tanah

(laporan)
1 1

Jumlah Tohl(Rp) 284.916.800.527 295.660.792.370 11.145.982.8{ 5

Sumber : RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Selatan 2021

Laporan flf,,yntahifrtas Kjtuia Irctansi Qemeintah (t AKI1P) tafiun 202 1
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Lsmpirsn II. RKPA Perubahsn TA- 2021 Brdrn P€ngeloh Keusrgrn, Pendaprtu drr Aret Dserah Krbupstetr Trpanuli Sehtrr

No I{amr Progran KeghEn Sub lGghbn
Junlah fuggenn Bcrtrmbsh I

BedrunngSebclum Perubehsn S.bhh Perubehan

1 2 3 I 5 0 7

I PROGRAM PENUI{JANG URUSAN

PE]IERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN'KOTA

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kineria Perangkat

Daerah

Penyusunan Dokumen Perenoanaan

Perangkat Dmrah

52,275.550 90.562.950 38.287.400

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD

10.103.100 10.103.'t00

Koodinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

't0.103.150 10.103.150

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.638.8m 10.434.800 2.796,0m

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

DPA.SKPD

7,633.800 7.6$.8m

Koodinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

21.Os1.800 21 ,051,800

Admlnistrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.797.418.608 22.015.398.194 1.217,979.586

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

451.819.600 687.259.600 235.440,0m

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansl

SKPD

38.187,300 38,187,300

Koodinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

30.000.m0 30,000.000

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkpannya

14,700.000 25.800.m0 'r1.100.m0

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

115.0m.000 20.m0.0m -95.0m.000

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Penyediaan Komponen I nstalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

'19.8ffi.m0 19.863.000

Laporan fl{unta&ifrtas Kiruia Irctonsi Qemenntafr Q,aWcP) tahun 2 02 1
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ilo Nama Program Keghtan Sub Keghtsn
Jumlah Anggnran Beftambah I

BsrkunngSebelum Ferubahan Setelah Perubahan

1 2 3 1 5 6 7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

50,000.000 185.912.598 135.9r2.598

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.474,800 34.474.800

Penyediaan Bahan Logistik Kantor '115.739.6m 115,587,700 -151 .900

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

189,offi.5m 166.210.200 -22.873.n0

Penyediaan Bahan Baoaan dan Peraturan

Perundangundangan

27.540.m0 25.540.m0 -2,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

162.489,0m 214.161 .000 51.672.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD

573,755.900 573,754.400 -1,500

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Pengdaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

150,000.000 150.000,000

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.560.000 5,660,000 -900,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

359,601.079 s34.701.132 -24,899,947

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 359,001,600 359.001,600

Pemeliharaan Barang Milik

Daenah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

165.0m.0m 206.0m.0m 4'1,000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

14.726.n0 16.214.n0 1,488.000

63
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No Nama Program Keghhn Sub KeghEn
Jumlah Anggeran Beilambah I

BerkunngSebelum Perubahen Satrleh Perubahen

1 2 3 4 5 0 7

Pemel iharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

30,m0.000 30.000.m0

PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAil DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan

Rencana Angganan Daerah

Koordinasi, Penyusunan dan Veriflkasi

RKA.SKPD

14,480.700 14,480,700

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

Perubahan RKA-SKPD

13.998,800 13.998.800

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi

DPA.SKPD

25.353.300 14,476,300 -10,877,000

Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi

Perubahan DPA-SKPD

14.524.n0 25.4U.n0 10.877.000

Koodinasi dan Penyusunan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

224,7813ffi 223,68'1,300 -1 ,1 00,000

Penyusunan Penaturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Perubahan

APBD

197,869.100 188,686.000 -9,1 83,1 00

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta

Kebijakan Bidang Anggaran

15,035.200 23,460.200 8,425.0m

Koordinasi Perenoanaan Anggaran

Pendapatan

21.386.200 21,386.200

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja

Daerah

58,041.700 58,041,700

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 22.998.900 22.998.900

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian

dan Penefiitan Anggaran Kas dan SPD

39.995.400 39,986.m0 -9,400

Lapoffi nktuabifrtarlonctja l$ta$iQctwti tat (l,AKlA),ldfrM 2021
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ilo Nama Progrrm Keghhn Sub Keghtan
Jumlah Anggeran Berhmbah I

BerkurangSebalum Perubahan Seblah Perubehan

t 2 3 4 5 6 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran

Kas Daenah, Laporan Aliran Kas, dan

Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan

dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK)

159.990.9@ 158.140.200 -1,850.700

Pembinaan Penatausahaan Keuangan

Pernerintah Kabupaten/Kota

89.493.800 89.493,800

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

Koodinasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

56.214.400 63.589.400 7.375.0m

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,

BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

54.170,850 45.473,350 €,697.500

Koordinasi dan Penyusunan Ranoangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi dan Ranoangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

KabupatentKota

193.625.400 185,342,750 €.282.650

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten/Kota

282,422.1n 282.246.6N -175.500

Penunjang Urusan Kewenangan

Pengelolaan Keuangan Daenah

Analisis Perenoanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

243,670.943.100 246.502,3'15.900 2.831372.N0

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 10.m5.000.000 24.473.728.599 '14.468.728.599

Pengelolaan Dana Bagi Hasil

KabupatentXota

4.219.147.290 4.841,950.000 622.802.710

PROGRAM PENGELOI-AAN

BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah 99,992.100 99.992.100

La?otu,Aiptabiatu Kin rjt lrLttawiazwiatat (tAKlqfthn 2021
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ilo Nana Progrm Keghhn Sub Keglahn
Jumlah Arpgaran

Sebelum Perubehan Seblrh Perubahrn

I 2 3 5 6 7

lnventarisasi Barang Milik Daerah 546.1't3.600 744.113.400 197,999.800

tv PROGRAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan

pendapatan Daerah

Perencanaan pengelolaan pajak daerah 314,992,900 314,992.6m 300

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan

Basis Data Pajak Daerah

762.471.9W 469,855.1 00

292.616,800

Jumlah 284.916.809.527 304.32r.&f0.423 19.404.636.896

Sumber : DPPA BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021

Lap o ran fl f, 3tnt a 6ifrt os Kjneio I rstansi (Pemenntafr (t flWA) tafrun 202 1

cBaton Qengetota. l1euan6an, (Pentapatan [an flset Eaerafr I(abupoten tapanufr Sefoton 66



Lampiran III. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Selatan dari Tahun Anggaran 2014 sld Tahun Anggaran 2020 dengan Hasil WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian)

<')

Jalsn

Yft. BuPrti TcPeocll S€lrbs
fil

Slplrck

Medaa" Il lv[ei 2015

I i7lsCI(vr[MDN105r20 1 5

ligp ekscrnPlar
fuffr p.*"tn o"tt arss I"'sPorEo K"rySu"
i;ilJ""r, lkb'uPrm Tt+laouli Seluan

a65s6 $6gg;rnn 2Ol4

nulr Kah'^lPar*it

adalah reilegai

berikut:
t- OPiai

Wajar
2' fik 

'i*tem 
Pat.g;e,ndstien irtsfit dalam penyrisunar-'

EP

c. |:r::rffiffi T.ctap penrcrirrtah K.abup*ten Tapanuri selatau tlelum optimal'

LaporanflFjtntahifrtas lGruia hui'zrttsi Semerinufr tofrun 2021
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v

3. Kepatuhan tertedap Ketentura Pcnturrn Perundeng-undrngru

BPK iuga menemrrkan adanya ketidakpatrrhan terhadap puundang-undangan dalam

pngelolaan keurngnn ds€ralt, antam lain:

& Terdapat kckrrangpn volume pekerjun atas 15 pket pkerjaan sebesar

Rp390.534.131r5 dan satu peket pekerjaan senilai Rpi3.0E7.211,24 nengrlami

kerusakan;

b. Realisasi hlanja pcrjalanu dinas luu dacrah TA 201 4 tidalc sesuai ketentuan sebesar

Rp233,192.200,00.

Berdasarkan kelemahrn-kelemahur terscbut, BPK merekomendasiksn Bupati Tapanuli

Selatan antara lain agar:

I. Menginstrrdaikrn tc@ Dirsksi PDAM Tambusai untuk membuat Laporen Keuangan

scbagai dasar poryajian nilai Investasi pcnran€n Pemorintah Kabupaten Tapanuli Selatan:

2, Menginstruksik fl kcpsda Kepla DPPKA unUrk menyajikan pndapahn kekayun daerah

yang dipiuhkan sesu{i SAP;

3. Menginstnrkihtt k Psda Kepda DPPKA untuk melak*an vcrifikasi aos piuang PBB-

Y2 yngditsrim dri KPP PEhm Ps&ng Sidimpun;

4. Menginstru fu Kqala DPPKA untuk bstrEm&sama

melakukan untuk diujihn dahm neraca;

5. Memproses prryhapusan sset ysng rusak bcra/ hilrng di Dinas Pendidikan dan

Kebudalaan;

6. Meaginstruksikan kcpada Kqda Dines Pcndidilon untuk nrelokukan rekonsiiiasi asst

dengan sokoleh dan mencet asc{ sosusi kondisi di lapangan;

7, Menginstuksikm kePsda Kcph Dinas DPPKA untrk rncrumu*ottpet oj* plaksanaan

penerEpan k€b[ak8n kEpiElisasi dan paryrsutrn untr* kemudian ditvtapkan mclalui

Poraturan Bupnti;

8. Menginsfuksik n kcpoda Kcpla Dinrs DPPKA untuk melakukan prosedur pcngamanar

aset dcngu matscrtifikstku Quh dsn melcngkapi surat pinjam pakai aEs asot yang

digunakan piluk lain;

9. Memerinatrhn PPK mcnyctorkrn kclsihsn pcmboyamn atas kekururpn volume frstk

pekerjem sebsEr RI390,534,13125 kc krs dsah;

l0.McmerinAlrlrn PPK Pekerjaur Peorhngunm Pengdsan Gudang/Penrmpungan Tunda

Jual Gabair dm Samnalrya agu mcnginstruhikan rekanan untuk memprbaiki kembali

fkerjun laneijcmur gbnh senilai Rp73.0t2271,24 dalam jan$a waktu pemeliharaan;

I l,Memerintahkan KcPcb SKPD trkail untrk momproses pcngembalian kelebihan

pcmbayarur biaya prjalarun dinar seber RP233.192+00,00-

UnUrk jclasnya, kami lampirkan laporan huilpmeriksaan dimakud, yaitu laporan

Irlomor 12.A/LI{PD(WI.MDN/MD0I5; l2.B/LHPD(Vlll.MDN/0a/2015; dan

I 2.CILWDNIII.MDN/0400 I 5 masingmrsing bertarsgpl 28 April 20 I 5.

Laporan Kinerja Instansi 2021

cBo[tnQenTehfo'l{euangon, Qen[a?rutan [atl.set cDacmfiKpbupatetttapanuD SehUn 6B



BADAN PEMERIIGA KEUANGAN REPI'BLIK INDOND,SIA.

PERWAKILAI\ PROVINSI SI'MATERA UTARA
Jalan lmao Bonjol Nonror 22 Telcpon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140Me&^20152

Medaru 24Mei20t6

Nomor t 3l\/s/lffrrr.MDN/osaot6
Lampim i Trga eksemplar
Perihal I Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pernerintah Kabupaten Tapanuli Selaran
Tahun Anggaran 2015

Yth. Bup d Tap nuli Selatan
DI
Sipinok

Badan Pemeriksa Keuangan b€rdasarkan Undmg-Undang Nomor 15 Tatrun 2004 tenhng
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undaog terkait lainnya, telah

melakukan pemeril$aan das Laporan Keuangan Pemerintah lkbupaten Tapanuli Selatar Tahun

Anggaran 2015, yang todiri dari Neraca Laporan Realisasi Angguao, Laporan Perubahan Saldo

Angguan Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuih, sefta

Catatan das Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan unnrk memberikur opini ahs kewajaran Laporan Keuurgan

Pemerintah Kabupden Tapuruli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efekivitas sistem pengendalian intenr, dan kepduhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas kporatrKeuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 20 I 5 yang perlu mandapat perhatian adalatr sebagai berikut:
l. Oplni ahs Leporan Keuangan

Wajr Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengcndalian fntern
BPK menemukan aAanya kelematran sistem pengendalian intern ddm peoy*unan laporan

h*grrl antara lain: i

a Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp9.591.440.157,00 beluh Diverifikasi
dan SISMIOP tidak memiliki fasilitas untuk menyajikan Pirdang PBB-P2 Per 3l Desenrber

2015; dan

b. Pangelolaan Aset tetap Ikbupaten Tapanuli Selatan hrang tsrtib.

3. Ifupatuhan terhadrp Peratunc Pemndrng-undangan

BPK juga menemukan adanya k*idakpauhan terhadap p€raturan penrndang-undangan dalam

purgelolaan keuangan daerah, urfara lain:

a. Terdapat kesalahan pcnganggaran belanja Sebesar Rp22.34t.618.595,00 dan purerima dara

Bansos belum menyampaikan Laporan Penggrmaan sebesar Rp2.709.300.0ffi,00; dan

b. Penerimaan ugsuran Dana Bergulir sebesar Rp170.781.569,00 pada Dinas Koperasi,

Perindusfian, dan Perdagangan belum disetor ke Kas Da€flah.

Laporan .ALuntahintas I{irc rjo htstunsi Semeinta fi (t .AW<P) 
ttofrun 20 2 1

@a[on QengetofaWuangaa Aenlopatan fonAset Dacrofil(pfiupotenfiapanufrse{otan 69



Berdasukan kelemahan-kelemahar tersebrfr, BPK menyrankan Bupati Tapaouli SeJatan agan
l. K€pala DPPKA untuk melakukan verifikasi Data Pirrang PBB-P2 serta melakukan penarikan

databaw pet 3l Desemb€r dari aplikasi SISMIOP dm did*ung dargan Berita Acara;
2. Kepala DPPKA dhi. Kepala Bidang Aset supaye

a" Melakukan kapitalisasi biaya pensertilikatan I .rah sebesar Rp?0.416.700,00 untuk
menambah dlai asel tetap hnab

b. Melakukan proses pensertifikaan hnah sebanyak 512 persil; dan

c. Memhta bukti asli atas sertifikat tanab akte hiball akte jual beli atau dokumen lainnya
yang menunjukkan stahrs kepemilikan tanah sebmyak 6l persil kepada satker, Lurah atau

pihak lairnya rmtuk disimpan di Sekr€bdat DaErah.

3. Kepala Dinas Pcndidikan berkoordinasi dengan Kepala Bidurg Aset srryayc
a. Memperbaiki KIR sekolah sesuai kondisi di lapang$ serta mengeluarkm as€t t€tap

peralatan dan mesin senilai Rp192.832.600,00 yang ada di KIB Dinas Pendidikan untrk
dicatatkan kc KIB masing-masing sekolah;

b. Meminta kepada Kepala sDN lm62l Muara dan sDN 100906 Manompas untr*
m€ncatat ke dalan KIB sekolah sesuai hrkti pcngadaan yang bersumber dari Kementian
Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2J46.45?.000,00; dan

c. Melakukan pmcatatan aset tetap yang berasal dri danc BOS TA 2015 secara rinci sesuai

dengan jenis as€t tehp-
4. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengelola bansos gunr unhk melaporkan penggunnan dana

barsos sebesar Rp2.709.300.000,00; dan

5. Kepala Dinas Koperindag maryetorkan aogsuran pemagihan dana bergulL yang telah
dihapskan sebesar Rp170.7E1.569,00 ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimahu4 yaitu Laporan
Nomor 38.A/LHPDffIII.i{DN/05/2016, Nomor 3t.B/LHp/xvm.MDN/05D016, dan Nomor
38.C/LHPDTIII.MDN/05/20 I 6 masing-masing berranggal 20 Mei 2016.

Sesuai Pasd 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahrm 2@{, jawaban atau penjelasan
kepa,la BPK tcrrtang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disaurpaikan selambarlambatrya 60
(enam puluh) hari setclah laponn hasil perneriksaan sc.lak hasil pemeriksaan ini diterima

Atas perhatian den [6f6 5xap Bupati Taparuli Selagn, kami mengucapkan terima kasih.

BN)AN PDMERIKSA KEUANGAN
REPTIBLIKTNDONESH

Perwrldlan Pruvinsi Sumatcrc Utsra
Kepala Penekihn

M.ll{.,Alr

t
Tembusan:

l. AnggotaVBPKRI

2. Auditor Utama Keuangan l.legara V BPK RI
3. Inspektur Utama BPK RI

4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. lnspcttur Tapanuli Selatan
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BADAN PEMERIKSA I(EUANGAN REPUBLIK TNDONESIA
PER\VAKTLAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 23 Mei 2Ot7
b76 0 /sxvIrr.MDN/O5t20r 7

Tiga eksemplar
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanu li Selatan
Tahun Arrggaran (TA) 20 l6

Yth. Bupstl Tapanuli Selatan
di

Sipirok

tsfthrn Pdrnar'ikxa lt*utugau burdasarkan urnifune.Llndmg 1tJl.i) hJonr.rr l_s E*hun
.?0{t4 rentrng lremerili*rrtn l,crqlelolaart dnrr fa,rggulg .la-wflh Ks11r,ugfn Ncgura
lFP"IlKlir r{*n 1fu Numrr, l-i "'Fahtrr "i0{r0 rerrrang B}d.rn pstreriksr :Kr:,artepir.scn*iiLi
tnrk$fl ltHynya. telsh mfl*tr]t] pemeriksaan alr*r L4lxrrar pfln{irintah
Itahtpa ill.!(,. yan+ t€rdiri d"ri l. 1 $rrgg:arnr[LSA), {alcfov Angggrrnr txhitr (LlrrSALl. l.apquirfl eipsrari*nrillcf]-
l-tpnrnr Pertitrxliau Ek+rirns {l,PE); IVcrac{L dnn,l-a;iuren Anrs &ss (LAi(Isena Caiara,r.
a6s bporan l(cunngarrr(CaLK} .

Ptrrter'iltlrytrr {ilqprknn untuk rhffilie{ihrrr opini arrs ke.w;1iaan LK "pr.qriertntelr
Xu}upnten'IrFrrilruli Ssllirrutrlengrflinertlrcrfr{lih"lri hd;x*rraiarr lupurrn kgrru*gur rir*.rtgnr
Starxliry r\lrrnanrr Jrctteiirtsihitrri. stbkrivhm si$tour pengends{ian lnti:rf\ rlarlt$,Irfl1.riir,*
terlrrdrp'pemrin:uri povldiqg-unrtal4aa

Ftrl'rrt-r6r1.oL fuasil pe*n*nkssa{ iur",i Lft, '}:'(rnerti'trrlt K-rbt;rsltrr lqF:l,ruli .\uiararx
1A JiitG y$RE p$rte.merritsFld p*rlrariar nilahh suBrgri bsril ur-.

t. Oplnl at*n l"upt]rati K*oongen
'\'y'qiar Tarrfla Ffilgeuu$lian f WTfj

1. Sr'ylcm Pengendrdino lntcru

BPK menenrukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan
keuangan, antara lain sebagai berikur.
a. Pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum memadai;
b. Penyerahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (p3D) dari

Pemkab Tapsel kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut)
belum didukung bukti yang lengkapl

c. Pengakuan utang -iangka pendek lainnya sebesar Rp964.080 000,00 belurn
didukung bukti yarrg lengkap.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Pcrundang-undanga

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap perafuran perurrdang-undarrgan
dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.
a. Pembayaran belanja lronor panitia kegiatan dan belanja perneliharaan kendaraan

diuas sebesar Rp20.93 L000,00 tidak sesuai ketentua ;

Laporan fi.frjtntahifrtas I(hurja lrctansi Qenunnufi (tnKf?)tohun 2021
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b. Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja modal pada enatn satuan

keda perangkat daerah (satker) sebesar Rp246.4E4.403,1 5;

c. Pengelolaan dana desa (DD) pada sembilan desa tidak sesuai ketentuan sebesar

Rp375.462.526,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemlhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati

Tapanuli Selatan, antars lain agar:

L Memerintahkan Kepala DPPI(A meningkatkan pengamanan :LSel daerah dengan

mengurus surat kepemilikan aset daerah;

Z. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola BMD membuaf rincian

daftar aset tetap yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumut, yang memuat jenis

aset, nilai perolehan, akurnulasi p€nyusutan, nilai buku, lokasi, Iuas, unit, dan lain-

lain;
3. Mernerintahkan Kepala DPPKA melakukan rekonsiliasi utang dengan PT Asi

Pudjiastuti Aviation dan apabila utang ters€but tidak dapat diyakini supaya

d imintakan penghapusan ;

4. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transpomasi (Disnakertransos) meningkatkan pengawasan atas pembayaran honor

kegiatan;

5. Memerintahkarr Kepala Dinas Pekcrjaan Umum (PU), Dinas Pertarrian, Tanaman

Pangan, dan Hortikultura (PTPH), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KB, PP dan PA), Badan Lingkungan Hidup

(BLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Penalaan Ruang dan Permukiman

(Tarukim) meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berada

pada satkernya;

6. Melakukan bimtek kepada seluruh kades secara bertahap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan

Nomor 36.A/LHP/XVIII.MDN/O5f201,7; Nomor 36.B|LHPIXVIII.MDN/O512017 dn
Nomor 36.ClLHPt XVIII.MDN l05D0l7 masing-masing bertanggal l2 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara' jarvaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil perneriksaan ini diterima'

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih'

PADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Sumatere Utara

Perwakilan,

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan
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BADAN PETUERII(SA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan lmam Bonjol Nomor l) 4538140 Medan 20152

Nomor rT0-als/xvilt.MDN/05/20t8
Lampiran Tiga eksemplar
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Keuangan Pemerintah Kabupaten
Selatan Tahun Anggaran (TA)2017

Medan,Zt Mei 2018

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nornor 15 Tahun
2006 dan UU Nomor l5 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Seluan TA 2O1'I ysrg terdiri dari Neraca"
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab
Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuii Selatan TA 2Ol7 yang
prlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

l. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian lntern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK,
diantaranya:

a. Kekurangan kas sebesar Rp74,134.044,00 dan kekurangan penyetoran pajak sebesar
Rp3.248.203,00 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah
(RSIJD) Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak tertib;

c. Pengelolaan piutang pajak betum sepenuhnya tertib;

d. Pengelolaan aset tetap belum tertib.

3. Kepatuhon terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

a. Realisasi belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban
yang lengkap dan sah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kabupaten Tapanu|i Setatan sebesar Rp652.267.000,00;

Laporan flfutntobi^tus Kircia Instansi (tumcrintafi. (t AKq tafum 2021
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b- Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak didukung bukti
pertanggungiawaban yang lengkap dan sa} pada Sekretariat DPRD (Serwan) sebesar
Rp895.653.20O,00;

c. Pelaksanaan 13 paket pekerjaan tidak sosuai kontrak sebesar Rp2.795.'139.954,24
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati
Tapanul i Selatan diantaranya:

l, Melaporkan ke BPK untuk mengusulkan penetapan kerugiar daerah melalui proses
perhitungan kerugian daerah atas:

a. Bendahara pengeluaran pembantu UPT RSUD Kabupaten Tapanuli Selatar sebesar
Rp74. 134.044,00;

b. Seratus dua puluh dua bendahara BOS sebesar Rp93.783.624,00;

2. Berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk lebih cermat
mempenanggung.jawabkan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah;

3. Mernerintahkan Inspeklur memvalidasi bukti pertanggungjawaban pengeluaran UP di
RSUD sebesar Rp652.26?.0O0,00, dengan bukti yang lengkap dan sah, apabila dalam
waktu 60 hari setelah LHP terbit bul:ti pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah, maka
rreny€tor ke kas daerah;

4. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola barang:

a. Lebih optirnal melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan
aset daerah;

b. Dalam memberikan pinjam
berlaku;

pakai aset daeral memperhatikan ketentuan yang

5. Memerintahkan Sekretaris DPRD (Sekwan) lebih optimal dalam pengendalian terhadap
realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;

6. Memerinta}kan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKPAD):

a. Sebagai pengelola pajak daerah lebih optimal dalam pengendaliar penerbitan surat
ketetapan pajak dAerah (SKPD);

b. Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan menerbitkan SKPD
berdasarkan data yang valid;

c- Menginstruksikan Kabid Aset menyajikan nilai aset tetap berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP);

7. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:

a. Lebih cermat melakukan pengawaszrn dan pengendalian dalam pengelolaan dana
BOS;

b. Menginstruksikan Manajer BOS:

l) Berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD terkait pembukaan rekening bank
penampungan dara BOS sekolah;

2) Memedomani ketentuan terkait penganggarar belanja dana BOS;

c. Menginstruksikan pengelola dana BOS lebih cermat melaksanakan pencatatan
pengunaan dana BOS secara tertib dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Memerintahkan kepala satuan kerja perangkat daerah,/organisasi perangkat daerah
(sarker/OPD) selaku pengguna barang:

a. Lebih cermat melakukan fungsi penatausahaan, yang meliputi pengamanan,
administrasi, dan pengendalian, serta pengawasan atas barang mitik daerah (BMD)
yang dikuasai dan/atau menjadi we\.venangnya;
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b. Menginstruksikan p€ngurus barang lebih c,ermat melakukan pengamanan,

administrasi, dan pangendalian, sefta pengawasan aset daerah;

9. Memerintahkan Kepala UPT RSUD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA):

a. Memedomani ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta lebih optimal
melakukan pengendalian terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi
belanja melalui mekanisme uang persediaan (UP)/ganti uang (CU)/tambah uang
(TU);

b. Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat memverifikasi bukti
pertanggun giawaban realisasi belanja melal ui mekani sme UP/GUff U ;

c. Mengi nstruksikan bendahara pengeluaran pembantu:

l) Lebih cermat menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UP;

2) Mempertanggungjawabkan kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp3.248.203,00
dengan menyetor ke kas negara;

10. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR:

a. Lebih optimal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;

b. Menginstrukikan pejabat pembuat komitmen (PPK) lebih optimal melakukan
pen gen dal i an terhad ap pel aksanaan pekerj aan ;

c. Menginstruksikan PPTK lebih cermat mengawasi pelaksanaan pekerjaan di
lapangan;

d. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) lebih cermat memeriksa dan
men i lai hasi I pekerjaan ;

I l. Memerintahkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(MP TP-TCR) mengusulkan p€netapan kerugian daerdh kepada 3l non pegawai negeri
sipil (PNS), 100 PNS, dan ll penyedia jasa yang telah menyetor ke kas daeralr sebesar
Rp4. l3 5.390.864,25.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 53.A/LHP/XVlll.MDN/05/2018; Nomor 53.B/LHPD(VIILMDN/05/20t8 dan
Nomor 53.C/LHP/XVIll.MDNi0520l 8, bertanggal 2 l Mei 201 t.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negar4 jawaban uau penjelasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perrvakilrn Provinsi Sumrtera Utara

Perwakilan,

ahyuni, M.M., Ak., CA
r990032002 rt

,l rrl.t'

Tembusan;

Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan

NIP

f lrl
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BADAN PEMERIKSA KEUAT! GAI{ RE PU BLIK II!'DON ESIA

PERWAKILAN PROYINSI SUMATERA UTARA
22 451

r9

Nomor

Lampiran
Perihal Laporan

Tapanuli

Yth. Bupati Tepanuli Selatan

Di

Sipirok

Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nonror l5

Tahun 2006 dan UU Nomor l5 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan

Keuangan (LK) Pernerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan TA 201 8 y*g (erdiri atas

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporatt Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK;,

Pemeriksaan dirujukan untuk rnemberikan opini atas kewqiaran LK Pemkab Tapanuli

Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuurgan dcngan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), efektivitas sistom pengsndsliu intern (SPI), dan kepatuhan tertradap

peraturan perundang'undangan'

Pokok"pokok hasil pemeriksaan atas LK Penrkab Tapanuli Selaten TA 2018 yang

perlu rnendapat perhatian, selmgai bcrikut.

L, Opini atas Laporan Keurngen

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)-

7. Sistem Pengendalien Intern

BpK menemukan adanya kclemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan,

diantamnya:

a, Penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

sebesar Rp46E.850,287,00 bclum didasarkan proses yang memadai;

b. Pengelolaan aset tetap bilum tertib.

3. Kepatuhan terhadap Pemturan Perundang-undangan

BpK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap persluran penrndang-undartgan

dalam pengelolaan keuangarl negara, diantaranyn:

a. Realisasi belanja perjaianan dinas ridak didukung bukti pertanggungjawabal yang sah

pada l 3 organisasi perangkal daerah/satuan kerja perangkat daeralr (OPD/satker)

sebesar Rp590.460.54 1,00;

b, pelaksanaan l3 paket pckerjaan tidak sesuai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar R92.a42.667.1 13,10;

c. Realisasi pembayaran pe(erjaan pembangunan mesjid pusat perkantoran tidak sesuai

kontrak pada Dinas PUPR sebosar RP499.766.206,98.

Mei

5{l-blslxv tll, M DN/0s/20 I e

Tiga eksemplar

Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Keuangan Pemerinrah KabuPaten

Selatan Tahun Anggaran (TA) 2018

Lap oron fl futntahifrtas Kneia I nstansi cPemeintaft (t .AKIA) tafun 2 0 2 1
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Berdasarkan kelenrahan-kelemahan tersebur. BPK rnerekomendasikan kepada Bupati

Tapanul I Selatan, diantaranYa :

l. Meninjau kembali Keputusan Nomor 188.45/620/KPTS/Tahun 2018 tanggal 3l
Desember 2018 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Akibat Kedaluwarsa

Penagihan;

2, Memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah (Sekda) setaku pengelola aset menyusun retlctrna aksi (action plan|
pensertifikatan 1.233 persil anah. dengan menetapkan target waktu penyelesaian dan

me mperh at i kan ketersediaan anggaran bi aya pensertifi katan tanah I

b. Kepala Badan Pengelola Kcuangan Pendapatan dan Aset Daerdr (BPKPADII

I ) Melakukan verifikxi dan validasi atas saldo piutsng PBB-P2;

2) Memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan penghapusan piutang

PBB.P2:
3) Menginstruksikan pengurtrs barang rnembuat dan memulakhirkan kartu inverrtaris

ruangan (KlR), serta memberi label nomor regisrasi barang secara tertib;

4) Berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Discluk Capil),

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Dtnas Perpustakaan, Kepala

Dinas Perrrmahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Sekretaris Dewan

Psr*,akilan Rakyat DaerahlDPRD (Sekwan), Camat Angkola Barat, dan Camat

Sipirok menginstruksikan pengurus barang mengkapitalisasi atau

merrggabungkan catatan 42 rrlrit asct rchabilitasi gcdung dan bangrrnan senilai

Rp I .5-54,8 I 2.643,00 ke aset indtrk;

c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dirras Perkim, dan Kepala Dinas Pertarrian

menginstruksikan pengurus barang menginventarisasi jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ)

y3;n1 dicatat dengarr intormasi jalan desa, ntengusulkan penghapusarr, dan

menyerahkan kepada masvarakatl

d, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Dinas Perikanan menelusuri harga

perolehan atas tanah yang rnasih dicatat senilai Rp0,00, Jika harga perolehan tersebut

tidak diketahui, mengajukan penilaian ams tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kcpala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) menginstruks ikan pengurus barang:

l) Menginventarisasi peralatan dan mesin, serta memutakhirkan catatan kondisi fisik
dari masing-masing peraiatan dan mesin;

2) Membuat dan memutakhirkan KIR, serta memberi label nomor regisrrasi barang

secara tertib;

f. Kepala Disduk Capil selaku pengguna barang menginstruksikan pongurus barang

mernbuat dan memutakhirkan KIR, serta memberi label nomor registrasi berang

secEra tertib;
g. Seluruh kepala OPD/satker menginstruksikan pengurus barang menelusuri brrkti

kepemilikan 740 rlnit kendaraan.
h. Sekda, Sekwan, lnspektur, Kepalo Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala

BPKPAD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas

Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sattr Pirrtu (PM dan PTSP). Kepala Dinas

PMD, dan Camat Sayur Matinggi:
1) Lebitl optimal dalarn pengawasan dan pengendalian terhadap

pertan ggungi awaban b'e Ian i a perjalanan d inas:
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2\ Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan tebih cermat dElam verifikasi
b u kti pertan ggun gl awaban belar{a pcrja lanan d inas;

3) Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cernrat dalam pembayaran biaya
perjalanan dinas;

4) Menarik kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan menyetor ke kas
daerah seb€sar Rp590.a60.54 1,00;

i. Kepala Dinas PUPR:

I ) Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;

2) Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (ppK):

3) L€bih oprimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;

4) Lebih cermat dalam pengajuan pembayaran pekerjaan;

5) Menginstruksikan PPTK, asisten teknis, asisten pelaksana teknis kegiatan, dan
pengawas lapangan lebih cermat dalam pengawassn terhadap pelaksanaan dan
muru pekerjaan;

6) Mertginstnrksikan panitia/pejabat penerima hasrl pekerjaan (PPl-lP) lebih cermat
dalam perneriksaan dan penilaian hasil pekerjaan;

7) Mertarik kelebihnn pembnyaran dan menyelor ke kas daerah sehesar
Itp2,9a?.428.120,08,

j. Tim penyelesaian kelugian daerah (TPKD) unruk mengusulkan;

i) Penetapan kerugian daerah kepada 123 pelaksana perjalanan dinas yarrg tetah
menyetor ke kas daerah sebesar Rp590.450.541,00;

2) Penetapan kerugian daerah kepada l4 rekanan pelaksana yang telah menyetor ke
kas daerah sebesar FipZ.942.428.320,08.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dirnaksud, yaitu Laporan
Nomor 48,A/LHP/XVIll.MDN/0512019; Nomor 48,B/LHP/XVIII.MDN/05/20 tg dan Nomor
48.C/LHP/XVIII.MDN/05/20 I 9, berranggat 3 Mei 20t9.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuattgan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada

^yra(2) 
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelafi laporan

hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama BupatiTapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

B-A.DAN PE MERIXSA I(E UANGAN
Sumatera Utars

Perruakilrn,

tu Jlra. Vfi;,.r1rlrba. Wrrhyuni, M.M., Ak., CA
NIP 196009241990032002

Tembusan:
lnspektur Kabupaten Tapanul i Selatan
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I}ADAN PEMERIKSA KT.]UAN(;AN RI,PUIII,IK !NDONF:SIA
PERWA KI I,AN PROVINSI SUMATERA U'I-A RA

Jalan lmum tkniol Nomor 21 (06t ) 4519039 l;aksimilc (l)61 I 4 5lE l40Mcdun 201 52

Medan,16April 2020

Nomor

[,ampiran

Perihal

l1?, \tvxvl lr. MDNio4/2020

Tiga skscmplar

l,aporan I lasil Pcmcriksaan alas

Kcuattgan Pcrncrintah Kahrrpatcn

Selalan 'l'ahun Angg,irran ( I A) l0 l()

l.aporan
'l'aparr u li

Yth, Bupali'l'apanuli Selalrn

D'
Sipirok

Ba6an Pcmcriksa Kcuangan (lll'K) bcrdasarkan tJndang-Lindang (t)LJ) Nonror l5
'l-ahun 2006 dan l.JU Nomor l5'l ahurr 2004. tclah rnclakukan purncriksaan atas l.aporan

Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaterr (Pcmkab) Tapanuli Sclatan 1'A 2019 yang tcrdiri atas

Ncraca" l.aporan Rcalisasi Anggaran (l.RA), l.aporan Pcrubahan Saldo Anggaran llbih
(LPSAL). I.aporan Operasional (l-O). l-aporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan

F-kuitai (l,PE), serta Catatan atas Lap<rran Keuangan (Cat-K).

pemcriksaan dirujukan unruk membcrikan opini atas kervajaran t..K ['cmkah'l'apanuli

Sclalandcngarr mcmpcrhatikan kcsesuaian laporan kcuangan dengan Standar Akuntansi

Pcmcrintahan (SAP)' efekrivilils sistcnl pcngcndulian intcrn (SPl). dan kepatuhan terhadap

pcral uran pcru nd atrg- undangan.

l,okok-pokok hasil pcnrcriksaan fltas 1.K l)cmkah l'apanuli Sclatun'l'A 2019 yung

pcrlu mcndapal pcrhatian. schagai trerikttt.

l. Opini atas l,eporan Kcuangan

Wajar'l'anpa l)cngecualian ( W'l l)).

2. Sislem Pcngendaliln lntern

BPK mcnemukan adanya kelcmahan SIrl dalam Pcnyusunan laporan kcuangart.

dimtaranya:

a. Kcsalahan Penganggaran Barang dan Jasa sebcsar Rp7.7a 1.640 I 44.00 dan llelanja

Modal sebcsar Rpl 0.64 1.400.0ffi,00;

b. Irengclolaan atas Pcndapatan llctribusi pada 'l'iga Satuan Kcrja Pcrangkal Dacrah

( SKPD) Tidak Memil iki Mekanisme ;rang Memadai ;

c. Ilclanja Makan dan Minum Pasicn Badan Pcnyclcnggara Jarninan Sosial (llPJS) pada

Rumah Sakit Llmurn [)ac.rah (RSLJI)) Kahupatcn'l'apanrrli Sclatarr t'idak 'l'crtib.

d. llcrtanggungjawaban llclanja tlarlng ynng akan [)issrahkan kcpada MasyurakauPihak

Kcriga pada 'l'u1uh SKltl) Ilclurn l)idukung dcngart I)okumen y'ang [)ipcrsyaratkan:

c. Pcnarausafiaan l)erscdiaan pada l)inas Kc'schatan dan l(St]t) Kabupatcn 1'apanuli

Sclatan 'l idak Mcmadai:

I l)cnalausahaan Asct l'ctap l]clurn T cnih

J. Kcpatuhan tcrhadap ltcraluran l'crundang-unrlangan

lll)K juga nrcncnrukan adarrfa kctidakpa(ulrun tcrhadap puraluran pcrutrdang-Ltrldangan
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dalarn pcrrgclolaan kcuangan ncsara. diantaratr,r a:

a. Pcmbcrian lnscntilPcrnrJngutan l'ajak dan Rclrihusi Scbcsar Itpl2l.8,s7. l9].00 I'idak
Scsuai Kctcnluatr:

b. Pemberian Dana Opcrasional Pimpinan (DOP) Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sebesar Rp165.900.000,00 Tidak Sesuai Kelcnluan;

c. Belanja Pcmeliharaarr Rutin/Berkala Kcndaraan [)inas Opcrasional Kendaraan Roda

l)ua dan [(oda Empat pada l0 SKPD 'l'idak Scsuai Kctenluan Scbesar

Rp850.806.379,04;

d. I'embayaran dan Pertanggungiawaban llclanja Pcrjalanan Dinas Luar Daerah pada I I

SKPD f idak Sesuai Kelentuan Scbcsar Rp-s20.872.400.00:

t:. Keterlarnbatan l)claksanaan Pcngadlan l]arang ] latris l'akai (BllP) Pada Llnit

I'claksarra 'l'crpadu RSt,l) l)ctrtcrirrlirlt laparrrrli Sclatarr lleiunr l)ikcnakan [)enda

Sebesar Rp92.04 I .606.80:

f. Kckurangan Volurnc l'ckcrjaan llarang yarrg l)iscrahkan Kepada Masyarakat/ Piha[
Kcliga pada Dua SKI'D Schcsar RpE7.l 89.871 .94;

g. Kckurangan Volurne Pekcrjaan atas Ma-s.iid Pcrkantortn Pcmcrintah 
'l'apanuli 

Sclalan

Scbcsar Itpi l7 728.864.16:

h. Kekrrrarrgan Volume Pekcrjaarr atas l9 l)akct llckcrjaan I totmix ptda Dinas l)ekerjaan

Umum dan Pcnataan Ruang (PUPR) Scbesar Rp2.505.482.i61.10.

Bcrdasarkan kelemahan-kelcmahan tersebut, BPK merckomcndasikan kepada Ilupali
'l'apanuli Sclatan, diantaranya:

a. Mcngkaji ulang l'eraturan Dacrah tcntang tarif retribusi kendaraan dan scrva alat bcrali

b. Mcrnutakltirkan data Jalan Kabupatcn scsuai dcngan ha-sil invenlarisa-si dnn

mcnetapkannya dalam kepulusan llupalr;

c. Mcmcrintahkan Sekrclaris [)aerah (Sckda):

l) Sekda sclaku ketua l'irn Anggaran l)crrrcrinlah [)acrah lcbih cerrnat dalam
cvaluasi dta-s Rcncana Kcrja dan Arrggararr (RKA) dan [)okurncn Pclaksanaan

A nggararr ( I)P;\ ) Slr,l)[):

l) Mclakukarr scrtilikasi atiis 451 pcrsil larrah scluas -1 27 I 90'l.9lt nr: dcngan

mcmpcrhatikan kclcrsediaan angg,aran pcmerintah dacrah dan selan julnya dipakai
sebagai dasar untuk rnernutakhirkan Karlu lrrvcntaris llarang (KlU)A;

l) Melakukan invenlarisasi dan ;rnilaian ata-s tanah yang dihibahkan ke Badan

Pengawas Pcmilu (l]arvaslu) dan pihak lainnya untuk dihapuskan sesuai dengan

mckanismc yang berlakul

d. Sekrctaris DPRD untuk mcrrghcntikan pcmbcrian DOI'sebagai tambahan penghasilan

bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk selanjutnya mempcrlang,gungiawabkan
penggunaan DOP tcrsebut scsuai dcngan ketcnluan;

e. Menrcrintahkan Kepala []adan f)cngclola Kcuangan Pendapatan dan Aset Dacrah
(rlPKPAr)):
l) Mclakukan inventarisasi dart pcnilaian alas tirnilh 1'ang rnasih dicatal scnilai

Rp0.00. tanah yang tidak rnemiliki lrra,san. dan tanah yan.q dihibahkan kc Ilawaslu
unluk dihapuskan scsuai dcngan mckanisrne yang bcrlaku:

2) Mengirrtruksikan kcpala hidang lscl untuk hcrkoordinasi rlengan SK['l) terkair

untuk rnclakukan pcrrgrrkur':rn dau invcntarisasi alas tanah ,"-ang tidak mcnriliki
Iuasan. prosr.'s kapitalisasi atas.l.49j unit ilsct lctirp pcralatiur dan rnesin,
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rehabililasi gcdung dan bangunan. dan Jalan. lrigirsi dan Jcrnhatan (JlJ) ke asct

indrrk. atls realisasi bnrang yirnS tliscrahkan kcpada rnasv'arakat/pilrak kctiga

namUn tligunakan urrluk pcnar.l1hahan asct kclurahan scsuai dcngan kcbijakan

kapitarisrsi. scrta mclakukan koorrjinani kcpada pcngurtr.\ harang kecalnatan alas

aset-asctyangdiha-silkanduribclan.iabarangyangakarrdiscrahkankepada
masyarakat di kelurahan;

])Mcnghcntikanpctnbuyaranbcliurjainscnti|.Pcmun8,ulanpajakdanrctribusi
daerah kepada Sekda dan Asisten Sekda I' ll dan lll;

f. Kcpala Dinas PUPR:

l) Mernedomani klasil'ikasi belanja sesuai Kcbiiakan Akuntansi l)emkab -l'apanuli

Setatan pada saat penyusunan RKA dan DPA:

2) Melakukan pcngawasan pcngctolaan pcncrimuart rctribusi secara optimal dan

rncngiDstruksikan lrlr'l'K [rt IPR mcncatal kctuar rnasuk kcndaraan datt alal bcrat

Yang discrvakan:

3) Mcnginstruksikan pcngurus txlrang rrtclahukun validasi inlorrnasi ruas ialan pada

Kll] t):

1) l,ebih optirnal dalanr pengcndalian tcrhadap pclaksanaan pckcrjaan Masjid

pcrkantoran perncrirrtah 'l'apanuli Sr.'latan dan pckcrjaan ata-s l9 Paket ['ckcrjaan

I Iotnrix:.

5)MemproscsdanmcmpcrtanggunBJawabkarrkclcbihanpcmbayarandatrmenyelor
ke kas daerah untuk pckcrjaan pada Masjid l'erkanloran Pcmcrintah 'l'apanuli

Selat'an Rp3 l?.728.864,36, dnn pekerjaarr alas l9 pakct pckerjaan hotmix scbcsar

Rp2.60-5 482.i6l .10.

Atas ke lebihan ;rrnbayaron tcrscbut. lclah discttrr kc kas daerah sebesar

Rp2.92i.21 1.225,66.

g. Mcrncrintahkan Kcptrla I)inas Pcrumahan Rakyat dan Karvasan Permukiman:

l) Mcmpcdomani klasifikasi bclanja scsuai Kc'bijakan Akuntansi Pcmkab 1'apantrli

Sclatan pada saat pclryustlnan RKA datn l)l'A:

2) Lcbih optirnal rlalarrr rilclakukarr PcngaNasan atas rcalisasi bclanja barang yang

discrahkan kepada trtasyarttkul"pihuk Illl

3) Merrginsrruksikan l)cjabat l'r:lalisana 'l ckrris Kcgialirrr (PP rK) dalam

nrcrcalisasikan licgiaran bclanja blrang yang discrahkan kepada

masyarakali pihak I I I unluk nrclcngkapi dokttrncn scsuai dengan yanS

diPcrsYaratkan;

h.Mcmerintahkanl)irckturRSUl)Kabtrpalcn'l'apanuliSclalan:
l) Lcbih optinral dalam pcngcndaliarr tcrhadap belanja makan nrinutn pasien;

2) Mcnginsrruksikan pcnS,urus barang untuk melaliukan pcnalausahaan dan

penBalnanan barang pcrscdiaan dengan tertib;

3) Mcnginsrruksikan Panitia Pencrima Hasil Pckerjaan (PPllP) lebih cermat dalam

nrerneriksa masa kadaluwarsa obal-obatan:

i Merrtcrirttahkanl,uralr:

I ) Memcdomani kla-siflkasi bclanjir sr'suai Kchijakan Aktrrrlansi lrcnrkab 'l-apanuli

Sclatan pada suat pcnyusurlan RKA dan t)ltA:

?) Rcrkoordinasi dengun pcnE,urus barang kccamatan unluk rncncatat clan mclakukan

kapitalisasi ascl clils rcatisa-si barlng 1'ang discrahkan kcpirda rnaryarakat/pihak
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BADAN PEMERIIGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Medan, ) April2021

Nomor
Lampiran
Perihal

'LE, 8/SDWIILMDN/04/202 I
Dua eksemplar

Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Keuangan Pemerintah Kabupaten

Selatan Tahun Anggaran (TA) 2020

Laporan
Tapanuli

Yth. Bupoti Tapanuli Selotan
Di

Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor l5 Tahun
2006 dan UU Nomor l5 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2020 yang terdiri dari Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LI( Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

T A 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

l. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhaa
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengeJolaan keuangan negara,

diantaranya yaitu
a. Penatausahaan aset tetap belum memadai;

b. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM pada Sekretariat Daerah sebesar

Rp43 7.03 5. 552,00 tidak sesuai ketentuan ;

c, Kekurangan volume atas Belanja Modal sebesar Rpl.l79.24l -613,24.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati, agar

memerintahkan:

L Sekretaris Daerah menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran biaya
pemeliharaan dan BBM sebesar Rp43 7.03 5 -55 2,00 ;
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2, Kepala Dinas PUP& Kepala BPBD, Kepala Dinas Pendidikan, Kcpata Dinas Kesehatan
dan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah
sebesar Rpl . 1 79.24 1 .613,24;

3. Kepala SKPD selaku pcngguna barang:
a. melengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan menyerahkannya ke Bidang

ASetBPKPAD;
b. memerintahl€n Pengurus Barang melakukan pemutakhinn informasi aset tetap di

KIB A" B, C, dan D.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 36.A/LHP/XV[I.MDN/0412021 dan Nomor 36.B/LHPfiVIII,MDN/04n021,
bertanggal t April 2021.

Scsuai Pasd 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tenrang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab lllguangan Negarq jawaban atau penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambatJambatnya 60
(enan puluh) had setelah laporao hasil poneriksasn diterima

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

KEUAI\TGAN
Provinsi Sumetera Ute ra

Pelrakllan,
o

l.it1 )vl\.\l
Si in,14 

".*,,

S.E., M.M., AlG, CA., CSFA
R

19691001 199603 I 001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan
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